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ABSTRAK 
 
Nama :  Masyhuri 
Nim :  10800110042 
Judul :  Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan 
Barang Milik Negara pada STAIN Watampone 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
akuntansi dan manajemen aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Informasi dan data dalam 
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tekhnik 
wawancara. Data sekunder diperoleh berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu pendekatan kualitatif dengan paradigma  interpretif. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis data perspektif Model Miles dan Huberman yang terdiri dari: Reduksi 
data (data reduction), Penyajian data (data display), Tahap penarikan 
kesimpulan/verifikasi(conclusion drawing/verification).  
Hasil Penelitian ini Kriteria Akuntansi dan manajemen aset tetap dalam 
laporan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone telah dijalankan dan diaplikasikan melalui sistem SIMAK 
BMN dan dioperasionalkan oleh tenaga pengelola yang profesional. Pengelolaannya 
telah dilakukan dengan baik dan telah dikelola sesuai dengan standar regulasi yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun masih memiliki beberapa kendala-
kendala dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang perlu dibenahi.  
Implikasi penelitian ini adalah perlunya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone menambah intensitas pelatihan pada semua tingkat yang 
berkepentingan dalam pelaksanaan  pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan 
menambah jumlah pengelola SIMAK BMN. Oleh untuk itu, perlunya kepedulian dari 
unsur pimpinan untuk lebih memperhatikan hal ini.  
Kata Kunci: Fixed Accounting, Management Fixed Asset, Regulasi, Legitimacy, 
Good University   Governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak reformasi digulirkan, berbagai perubahan fundamental dalam tata 
kelola instansi pemerintahan dikoreksi secara menyeluruh termasuk dalam bidang 
pendidikan.
1
 Perubahan ini tentunya menjadi sebuah langkah alternatif dalam 
mengakselerasi lembaga pendidikan pada tata kelola yang transparan dan 
akuntabel sebagai salah satu indikator tata kelola yang baik pada sebuah instansi 
pemerintah. Menyikapi hal tersebut, lembaga pendidikan dengan status perguruan 
tinggi melakukan langkah-langkah strategis dalam mendukung upaya tersebut 
yang tercermin pada tata kelola administrasi umum dan akademik sesuai dengan 
karakteristik atmosfer akademik yang melingkupinya.  
Salah satu poin penting dari langkah strategis yang bisa dilakukan oleh 
perguruan tinggi adalah membangun sebuah kesadaran kolektif terhadap 
pentingnya mewujudkan tata kelola institusi. Peneliti memiliki pandangan bahwa 
sebuah tata kelola instansi yang transparan dan akuntabel hanya akan bisa 
terwujud secara maksimal apabila kesadaran kolektif tersebut terjalin utuh mulai 
dari unsur pimpinan sampai pada lapisan terbawah. Secara logis bisa dikatakan 
bahwa kesadaran yang hanya terbangun pada unsur pimpinan tapi lemah pada 
unsur bawahan cenderung akan menjadi sebuah formalitas belaka yang hanya 
kaya pada tataran konsep tapi miskin pada tataran praktis. Sebaliknya, kesadaran 
yang hanya terbangun pada unsur bawahan tapi lemah pada unsur pimpinan hanya 
akan menjadi sebuah mimpi-mimpi indah yang jauh dari fakta karena minimnya 
                                                          
1
Azwar Anwar, “Peran SPI terhadap Pencapaian Opini WTP dan Pencegahan Korupsi 
melalui Penerapan GUG ( Analsis Studi Pustaka)”, Jurnal Ikhtiyar 11, No. 1 (2013),: h. 46. 
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dukungan legal normatif kebijakan dari atas. Menyikapi hal tersebut, Nurna 
Azizah menyatakan bahwa berbagai fasilitas yang lengkap bukanlah jaminan 
kesuksesan sebuah institusi dalam mewujudkan tata kelola institusi yang 
transparan dan akuntabel tanpa kesadaran kolektif tersebut.
2
  
Hal ini kemudian ditekankan dari hasil penelitian oleh Muhammad Arifin 
siregar bahwasanya penerapan tata kepemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan tata 
kepemerintahan yang baik, karena disebabkan oleh peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mengatur 
secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi, 
dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3
 
 Menurut pengamatan peneliti, banyak perguruan tinggi yang kemudian 
terlihat dilema dalam mewujudkan tata kelola institusi yang transparan dan 
akuntabel. Salah penyebabnya adalah suatu kenyataan bahwa regulasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan Good University 
Governance (GUG) sering sekali memunculkan interpretasi yang beragam dari 
kalangan pihak stakeholders yang ada dalam perguruan tinggi tersebut disamping 
minimnya kesadaran kolektif itu sendiri. Salah satu aspek yang merefleksikan 
asumsi tersebut adalah akuntansi dan manajemen  aset tetap dalam laporan Barang 
Milik Negara (BMN) yang dari tahun ke tahun seolah-olah tidak pernah bebas 
dari temuan auditor karena minimnya ketepatan pengelolaan laporan dari 
akuntansi dan manajemen aset tetap Barang Milik Negara (BMN).   
                                                          
2Nurna Azizah, “Sinkronisasi Komponen Kecerdasan Emosional dan Pengaruhnya 
Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dalam Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi”, SNA  X, 
Unhas Makassar 26-28 Juli (2007): h. 2. 
3Muhammad Arifin Siregar, “Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam 
Penyelanggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu”, Tesis(Semarang: 
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. 128. 
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   Hal tersebut tergambar pada penelitian dari Sharifuddin Husen dalam 
menganalisis pemanfaatan akuntansi dan manajemen aset tetap didalam laporan 
barang milik negara pada Departemen Kesehatan RI menunjukkan hasil yang 
belum efektif.
4
 Penambahan aset tetap pemerintah belum berbanding lurus dengan 
jumlah belanja modal. Salah satu penyebabnya adalah lembaga tidak melakukan 
administrasi yang baik atas aset yang diperoleh melalui pengeluaran belanja  
modal seperti banyaknya aset tetap yang tidak dicatat oleh lembaga. 
 Kenyataan pahit ini bertambah dengan adanya opini Kementerian 
Pendidikan Nasional tahun 2011 untuk laporan keuangan 2010 yang berupa 
disclaimer dan diikuti pula oleh beberapa kementerian yang lain.
5
 Menurut Cris 
Kuntadi selaku auditor BPK dan sekretaris IAI Jakarta berpendapat bahwa 
diantara ratusan daerah di Indonesia, hanya sedikit saja yang bisa membuat 
laporan keuangan dengan baik, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sisanya 
masih amburadul dan mendapat opini disclaimer.  
Data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2007 menunjukkan, 
hanya tiga pemerintah daerah provinsi kota /kabupaten dari 362 pemerintah 
daerah yang laporan keuangannnya baik yaitu kabupaten Pontianak, kabupaten 
Sambas dan kota Surabaya. Serta BPK tak memberikan opini (disclaimer) 
terhadap 58 laporan keuangan pemerintah daerah, 282 laporan keuangan 
pemerintah daerah diberi pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 19 
daerah mendapatkan opini terburuk. Chris menambahkan bahwa unsur utama 
laporan keuangan adalah aktiva tetap. Mereka harus memfokuskan diri dalam 
                                                          
4Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap di 
Dalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif  4, No. 3 
(2007): h.558. 
 
5Maylia Pramono Sari dan Raharja, “Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good 
Corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia”. h.1. http://www. 
asp.trunojoyo.ac.id (10 September 2014). 
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langkah perbaikan keuangannya. Karena aktiva tetap yang akan banyak 
menimbulkan suatu masalah. Maka untuk itu pemerintah daerah harus serius 
mengelola aset dengan mempelajari manajemen aset. Mempelajari manajemen 
aset, maka pemerintah daerah tentu diharapkan memahami bagaimana cara 
mengelola aktiva tetap, Agar aktiva tetap tersebut terinventarisir, ternilai, 
tersajikan, serta terungkap, dan memadai sesuai dengan undang undang.
6
 
Salah satu kasus yang paling hangat saat ini, dengan ditetapkannya 
Menteri Agama bapak Suryadharma Ali selaku tersangka korupsi dalam kasus 
pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-
2013.
7
  Menambahkan apa yang diungkapkan oleh Sharifuddin Husen diatas, 
Endri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan Good Corporate 
Governance dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta masih belum diterapkan 
secara optimal.
8
 Sedangkan dalam Standar Regulasi dari Prinsip Akuntansi 
Berlaku Umum (Generally Accepted Accounting Principle) dan Undang-Undang 
pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). PP No. 
6 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam ruang lingkup perguruan tinggi 
negeri dalam hal upaya penegakan Good University Governance. 
                                                          
6
Cris Kuntadi, “Salah Kelola Aset, LKPD Disclaimer”.  Majalah Akuntan Indonesia. h.14. 
7
Ina Maharani,“KPK Tetapkan Menteri Agama Tersangka Korupsi Haji”. 
http://makassar.tribunnews.com/2014/05/22/kpk-tetapkan-menteri-agama-tersangka-korupsi-haji 
(23 mei 2014). 
8
Endri, “Best Practice Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi 
Swasta”, Jurnal Ilmu dan Budaya Vol. 27. No.2. Oktober 2006:  h.1. 
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 Kebutuhan terhadap akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi dalam 
ruang lingkup perguruan tinggi saat ini semakin besar. Tuntunan akuntabilitas, 
transparan, pemberantasan korupsi, dan dana masyarakat yang dikelola 
pemerintah, yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi, yang semakin besar 
merupakan faktor yang mendorong perlunya akuntansi pemerintahan pada 
perguruan tinggi yang semakin baik
9
. Upaya mewujudkan hal tersebut, 
pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan tiga paket undang-undang 
bidang keuangan Negara yaitu Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
10
, serta 
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
pernyataan No.07.
11
 
 Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 
ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). PP No. 6 Tahun 
2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang telah ada sebelumnya, mengatur 
hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, 
                                                          
9
Bahtiar Arif, dkk., Akuntansi Pemerintahan, (Jakarta: @kademia, 2009), h. 20. 
10Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap di 
dalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif 4, no. 3 
(2007): h.546. 
11
Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
SAP Pernyataan No. 07. Lampiran IX.  
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dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan 
tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat diwujudkan.
12
 
Oleh karena itu, berbagai  undang-undang tersebut merupakan pedoman 
bagi pemerintah untuk mereformasi sistem manajemen keuangan pemerintah 
mulai dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta 
pertanggungjawaban keuangan. Manakala pemerintah dalam hal ini perguruan 
tinggi negeri, telah menerapkan sesuai dengan standar regulasi yang telah 
ditetapkan, maka tentu ini merupakan wujud dari Good University Governance, 
begitupula sebaliknya jika stakeholders perguruan tinggi mengesampingkan 
standar regulasi yang ada, maka hal tersebut jauh dari harapan Good University 
Governance. Sasaran jangka panjang yang diharapkan dari penerapan good 
university governance di perguruan tinggi swasta tidak hanya meningkatkan 
perannya sebagai teaching university, tetapi juga dapat berkembang menjadi 
research university dan selanjutnya entrepreneurial university.
13
 
 Penerapan Good University Governance tak lepas dari konsep manajemen 
mutu  perguruan tinggi yang berkenaan dengan program dan hasil pendidikan 
yang dapat memenuhi harapan sesuai tingkat dan perkembangan masyarakat dan 
dunia kerja
14
. Begitupun jika diintegrasikan dengan penerapan akuntansi dan 
manajemen aset tetap dalam laporan Barang Milik Negara (BMN). Jika 
stakeholders  didalam ruang lingkup perguruan tinggi memahami dan menerapkan 
                                                          
12Fairoza Hilmah KH, “Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap 
pada DPKA Kota Padang”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang, 2013), 
h. 2. 
13
Endri, “Best Practice Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi 
Swasta”, h.1. 
14
Marzuki, Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi. (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 
2012), h. 5. 
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aspek yuridis yang termuat dalam teori legitimasi, maka dengan sendirinya 
stakeholders tersebut  dapat mematuhi standar regulasi yang ada.  
 Salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dibawah 
Kementerian Agama RI yang patut diapresiasi dalam hal akuntansi dan 
manajemen aset tetap pada barang milik negara adalah Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone yang telah berhasil menjadi perguruan tinggi 
dengan penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik 
Negara (BMN) yang patut dicontoh berdasarkan ekspos hasil temuan Inspektorat 
Kementerian Agama RI Tahun 2013 (Temuan dengan tahun sebelumnya). 
Sedangkan sebelum tahun 2013 tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) ini tidak pernah  mendapatkan  apresiasi yang baik dan begitupun juga  
buruk dalam hal akuntansi dan manajemen aset tetap pada pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) oleh Inspektorat Kementerian Agama RI. Meskipun dalam 
pemeriksaannya sendiri masih ada beberapa temuan-temuan yang diharapkan 
untuk segera diperbaiki, diantaranya adanya aset berupa lcd yang hilang.  
 Atas dasar latar belakang tersebut diatas, penyusunan usulan penelitian ini 
diberi judul: Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan 
Barang Milik Negara pada STAIN Watampone. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Fokus penelitian ini adalah laporan pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Adapun 
panduan pelaporan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu berupa laporan 
persemesteran yang ada dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang termuat dalam 
arsip arsip perguruan tinggi naungan kementerian Agama RI ini. 
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 Penelitian ini bermaksud  untuk menafsirkan (to interpret) dan memahami 
(to understand) fenomena akuntansi. Selain itu, bisa menjadi masukan bagi 
pelaksana pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dalam hal ini ditingkat 
tataran universitas yang dilaksanakan pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) tentang bagaimana 
pemanfaatan, pengakuan, pencatatan, penyajian, pelaporan laporan keuangan guna 
terwujudnya transpararancy (transparansi), accountability (akuntabilitas), dan 
fearness (kewajaran), dan diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan  bagi pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan, dukungan, 
perbaikan dan bantuan  terhadap kebijakan akuntansi dan manajemen aset tetap 
yang dalam hal termuat  dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan 
negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap.  
Manakala regulasi ini diterapkan dalam ruang lingkup Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone maka hal ini adalah upaya dari  
penegakan Good University Governance. Dengan adanya masukan dan 
pertimbangan tersebut, diharapkan pihak regulator (pemerintah) dapat 
memformulasikan formula baru yang sesuai dengan harapan seluruh pihak civitas 
akademika.     
    Salah penyebabnya adalah suatu kenyataan bahwa regulasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan Good University 
Governance (GUG) sering sekali memunculkan interpretasi yang beragam dari 
kalangan pihak stakeholders yang ada didalam perguruan tinggi tersebut, 
disamping minimnya kesadaran kolektif itu sendiri. Salah satu aspek yang 
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merefleksikan asumsi tersebut adalah akuntansi dan manajemen aset tetap dalam 
laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dari tahun ke tahun seolah-olah tidak 
pernah bebas dari temuan auditor karena minimnya ketepatan pengelolaan laporan 
dari akuntansi dan manajemen aset tetap Barang Milik Negara (BMN).   
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone merupakan 
cikal bakal untuk mencerdaskan kehidupan generasi Bangsa, Perguruan Tinggi ini 
merupakan naungan kementerian Agama yang telah berhasil menjadi perguruan 
tinggi dengan penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang 
Milik Negara (BMN) yang patut dicontoh berdasarkan ekspos hasil temuan 
Inspektorat  Kementerian Agama RI Tahun 2013. Sedangkan sebelum tahun 2013 
tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ini tidak pernah  
mendapatkan  apresiasi yang baik dan begitupun juga  buruk dalam hal akuntansi 
dan manajemen aset tetap pada pengelolaan Barang Milik Negara  (BMN) oleh 
Inspektorat Kementerian Agama RI.  
Menurut pandangan peneliti ada temuan ataupun kesalahan tata kelola 
keuangan maupun tata kelola administrasi umum yang mungkin dianggap tidak 
terlalu berdampak buruk sehingga masih bisa dimaklumi.  Oleh karena itu, perlu 
adanya upaya yang dilakukan oleh  seluruh civitas akademika dalam upaya 
bagaimana dampak buruk tersebut yang diakibatkan oleh pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) bisa diantisipasi.  
Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan pedoman 
peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perguruan tinggi negeri dalam 
menerapkan  pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diinstitusinya masing-
masing. Selain itu, diharapkan pula adanya upaya yang berlandaskan kesadaran 
kolektif kepada seluruh civitas akademika terkhususnya pengelola SIMAK BMN 
(Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) untuk 
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tetap menjaga dan memelihara aset negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone. Selain itu, memahami dan menerapkan standar 
regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah upaya terpenuhinya prinsip-
prinsip Good University Governance. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis kemudian ingin memahami 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lalu kemudian mengungkap realitas 
yang terjadi  yang terefleksi dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) pada 
Sekolah Tinggi  Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone melalui paradigma 
interpretif. Dari penjelasan tersebut, penulis kemudian menarik suatu rumusan 
masalah : 
1. Bagaimana Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam 
Laporan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone? 
2. Apakah Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan 
Barang Milik Negara  pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dalam penelitian  mengenai 
penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) yaitu: 
1. Haryadi dengan judul penelitian “Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan 
Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Kantor Regional VII Badan 
Kepegawaian Negara”, menemukan bahwa penatausahaan aset tetap pada 
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Kantor regional VII Badan Kepegawaian Negara sudah berjalan dengan 
baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
 
2. Fairoza Hilmah dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan 
Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang”, 
menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap 
pada DPKA Kota Padang belum efektif. Adapun penyebabnya keterbatasan 
data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia.
16
 
3. Endri dengan judul penelitian “Best Practice Good Corporate Governance 
dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta”, menemukan bahwa 
penerapan Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap belum 
berjalan berjalan optimal.
17
 
4. Sharifuddin Husen dengan judul penelitian “Analisis Pemanfaatan 
Akuntansi dan Manajemen Aset  Tetap di dalam Laporan Barang Milik 
Negara pada Departemen Kesehatan RI”, menemukan bahwa penerapan 
Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset  Tetap belum berjalan secara 
efektif, sehingga harapan dari naungan intansi pemerintah dalam hal upaya 
menciptakan Good University Governance masih jauh, dan tentu ini saja 
rapor merah bagi pemerintah dikarenakan tidak memiliki pengawasan dalam 
instansi perguruan tinggi di bawah naungan pemerintah.
18
 
                                                          
15
Haryadi, “Analisis Penatusahaan Aset Tetap dan Penerapannya melalui Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Kantor Regional VII 
Badan Kepegawaian Negara”, Skripsi (Palembang: Fakultas Ekonomi  Universitas Tridinanti, 
2013), h. 1.  
16Fairoza Hilmah KH, “Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap 
pada DPKA Kota Padang”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang, 2013), 
h. 9. 
17
Endri, “Best Practice Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi 
Swasta” , h.1. 
18Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap 
didalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif 4, no. 3 
(2007): h.546. 
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5. Maylia Pramono Sari dan Raharja dengan judul penelitian “Peran Audit 
Internal dalam Upaya Mewujudkan  Good Corporate Governance (GCG) 
pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia”, menemukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap 
Good Corporate Governance (GCG) pada entitas berstatus Badan Layanan 
Umum (BLU). Peningkatan peran auditor internal akan mempengaruhi tata 
kelola suatu entitas dan masih terdapat banyak kekurangan.
19
 
6. Nuri Rahmawati dengan judul penelitian “Sistem Akuntansi Aktiva Tetap 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Purwodadi Kabupaten 
Grobogan”, menemukan bahwa penerapan pemanfaatan akuntansi dan 
manajemen aset Tetap belum berjalan secara efektif, sehingga peneliti 
menyarankan  PDAM  Kota  Purwodadi hendaknya menambahkan fungsi 
riset dan pengembangan dan fungsi aktiva tetap. Fungsi riset dan 
pengembangan bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi 
aktiva tetap yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu fungsi. Sedangkan,  
fungsi aktiva tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap 
perusahaan dalam penempatan, pemindahan dan penghentian pemakaian 
aktiva tetap.
20
 
7. Andreas Indra Cahyadi dengan judul penelitian “Analisis Pengujian 
Pengendalian Aktiva Tetap dalam Mendeteksi Kehilangan Aktiva Tetap 
pada Stikes Perdhaki Charitas Palembang”, menemukan bahwa  STIKES 
Perdhaki Charitas mempunyai struktur pengendalian intern atas aktiva tetap 
yang belum efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya penomoran atau 
                                                          
19
Maylia Pramono Sari dan Raharja, “Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan 
Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia”. h.1. 
20Nuri Rahmawati, “Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang, 2006), h. 67. 
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pengkodean atas aktiva tetap, tidak dilakukan pencocokan fisik aktiva tetap 
dengan kartu aktiva tetap secara periodik, tidak ada asuransi atas aktiva 
tetap yang dimiliki, dan tidak ada kebijakan secara tertulis mengenai 
penjualan, penghapusan dan mutasi aktiva tetap.
21
 
8. Karnanto Priyono dengan judul penelitian “Keandalan Informasi Laporan 
Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah 
Kabupaten Sampang”,  menunjukkan pengelolaan barang/aset milik daerah 
pada Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai sehingga 
menghasilkan penyajian informasi aset tetap daerah yang belum andal.
22
 
E. Tujuan Penelitian 
 Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam 
Laporan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Watampone. 
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap 
dalam Laporan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone telah sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
F. Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 
beberapa aspek: 
 
                                                          
21Andreas Indra Cahyadi, “Analisis Pengujian Pengendalian Aktiva Tetap dalam 
Mendeteksi Kehilangan Aktiva Tetap pada STIKES Perdhaki Charitas Palembang”, h.1. 
22Karnanto Priyono, “ Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual: 
Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang”, Laporan Hasil Penelitian. h. 1. 
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1. Manfaat Teoritis 
 Diharapkan penelitian ini dapat berupa dukungan empiris mengenai 
penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada perguruan Tinggi Islam 
Negeri dengan standar regulasi dan konsep manajemen mutu yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah (regulator). Penerapan konsep manajemen mutu akan 
dapat membantu memenuhi standar pengelolaan secara konsisten dan 
berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan yang berdasarkan pada teori legitimasi 
merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan 
terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat.  
Penerapan teori legitimasi akan menjamin organisasi bisa bertahan dikarenakan 
masyarakat telah merasa nyaman dikarenakan organisasi dalam menjalankan 
operasinya berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang 
dimiliki oleh masyarakat karena dilingkupi dengan regulasi dan kontrak sosial.  
Teori legitimasi juga mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan 
(fraud) pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkhususnya aset tetap. 
Sedangkan dengan teori Interaksionisme simbolik bagaimana seluruh komponen 
civitas akademika yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan barang milik 
Negara yang dalam hal ini adalah aset tetap dan manajemen aset tetap 
memungkinkan civitas akademika membentuk dan mengatur perilaku mereka 
dengan mempertimbangkan ekspektasi orag lain yang menjadi mitra interaksi 
mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan 
bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka 
tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan, tuntutan budaya atau 
tuntutan peran.  Manusia bertindak hanyalah berdasarkan definisi atau penafsiran 
mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. 
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     2.  Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksana pengelola barang 
milik negara, dalam hal ini ditingkat tataran universitas yakni dilaksanakan di biro 
administrasi umum dan keuangan tentang bagaimana pengakuan, pencatatan, 
penyajian, pelaporan laporan keuangan guna terwujudnya transpararancy 
(transparansi), accountability (akuntabilitas), dan fearness (kewajaran). 
Sedangkan bagi pimpinan kampus sendiri bagaimana bisa mengambil suatu 
kebijakan dan tetap independen (Independency) dalam merumuskan suatu 
kebijakan yang sejalan dengan standar regulasi dan konsep manajemen mutu pada 
perguruan tinggi. Meskipun manusia sendiri pada hakekatnya dapat dipercaya, 
mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan 
kejujuran terhadap pihak lain. 
Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam hal ini pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. Bagi 
Pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya 
penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap yang sebenarnya termuat dalam 
undang-undangtentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kalau bagi 
mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas selama ini 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) apakah sudah dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Kalau untuk masyarakat, penelitian ini memberikan 
informasi mengenai sejauh mana penegakan prinsip Good University Governance 
pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang dalam hal ini Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. 
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     3. Regulasi 
 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan  bagi pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan, dukungan, 
perbaikan dan bantuan  terhadap kebijakan akuntansi dan manajemen aset tetap 
yang dalam hal termuat  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan 
negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta Undang-Undang Nomor 
24 Tahun  2005 tentang Akuntansi Aset Tetap. Manakala regulasi ini diterapkan 
dalam ruang lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 
maka hali ini adalah upaya dari  penegakan Good University Governance. Adanya 
masukan dan pertimbangan tersebut, diharapkan pihak regulator (pemerintah) 
dapat memformulasikan formula baru yang sesuai dengan harapan seluruh pihak 
civitas akademika yang dalam hal ini pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.    
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A.  Teori Legitimasi 
 Menurut Gray dalam Denies priantinah berpendapat bahwa legitimasi 
merupakan “a systems-oriented view of organisation and society… permits us to 
focus on the role of information and disclosure in the relationship”. Definisi 
tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan 
perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), 
pemerintah individu dan kelompok masyarakat.
1
 Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Hill “This Legitimacy is established through the existence of an exchange 
relationship.
2
 Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau 
asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan 
tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, 
kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sekhar “Corporate Governance be consistent with the rule of 
law and clearly state the division of responsibilities.
3
 
Suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat dimana dia berada 
merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan 
(konsisten) dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Ahmad 
dan Sulaiman, Teori legitimasi sendiri didasarkan pada pengertian kontrak sosial 
yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Menurut Lindblom, 
                                                          
1Denies Priantinah dan Reny Dyah Retno, “Pengaruh Good Corporate Governance dan 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada  
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)”, Jurnal Nominal 1, No.1 
(2012). h.87. 
2Charles W. L. Hill dan Thomas M. Jones, “Stakeholders-Agency Theory”, Journal of 
Management Studies. March (1992): 133. 
3Sekhar Muni Amba, “Corporate Governance and Firms` Financial Performance”, 
Journal of  Academic and Business Ethichs .h.1.  
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Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan adalah 
apabila jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem 
nilai masyarakat (atau sering disebut legitimacy gap), maka perusahaan dapat 
kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup 
perusahaan. Terkait dengan persoalan ini, perspektif normatif Al-Qur`an sudah 
menjelaskannya dalam firman Allah Swt QS Al-Israa/17: 84. 
                           
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-
masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-
Nya.
4
 
 Ayat diatas setidaknya menjelaskan bahwa manusia dalam hal  
menjalankan aktivitasnya harusnya dibangun keselarasan dalam dunia kerja, 
termasuk menegakkan tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Ruang lingkup 
perguruan tinggi Islam Negeri sendiri yang ditekankan selaku masyarakat (social) 
adalah seluruh civitas akademika. Terkhususnya pihak yang terlibat pada 
penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik Negara 
(BMN) pada STAIN Watampone yang dalam hal ini adalah unsur pimpinan 
sebagai penentu kebijakan, serta pegawai yang memiliki tugas pada wilayah 
tersebut dengan mengacu pada rincian tugas yaitu Wakil Ketua Bidang 
administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, serta Kepala Sub. 
Bagian Umum. Jadi, dengan diterapkannya teori legitimasi maka akan 
memberikan hasil kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika diatur 
oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi dan 
Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut beroperasi 
berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Adapun standar tersebut yang terkandung 
                                                          
4
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Israa/17: 84. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
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dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-
Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
akuntansi aset tetap. 
B. Teori  Interaksionisme Simbiolik 
Menurut teori ini Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang 
merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang 
diberi makna. Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah perspektif 
yang lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif 
interpretif. Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologis sebagai suatu 
istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap 
kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami 
tindakan sosial. Menurut Natanson, pandangan fenomenologis atas realitas sosial 
menganggap dunia intersubjekif terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah 
satu hasilnya adalah ilmu alam.  
 Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan 
kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, 
reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit 
diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme yang 
pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada 
diluar dirinya. Sedangkan menurut Sarabdeen “As this definition implies, values 
are considered as the most fundamental aspect of culture”.5 Oleh karena individu 
terus berubah maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksilah 
                                                          
5
Jawahitha Sarabdeen dan Vahideh Rahee, “The Cultural Influence In The Practice Of 
Corporate Governance In Emerging Markets”. Journal of IBIMA, Vol. 2012, No.2012, pp. 1-10. 
h. 3. 
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yang dianggap sebagai variable penting yang menentukan perilaku manusia bukan 
struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi 
manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil 
terhadap seperangkat objek yang sama.
6
 
C. Teori Manajemen Mutu 
Menurut teori ini manajemen mutu merupakan seperangkat prosedur 
proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja.
7
 Secara umum 
dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar 
pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan, produsen 
atau pemberi layanan dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasaan. 
Salah satu wujud dari pelaksanaan manajemen mutu dalam ruang lingkup 
perguruan tinggi tersebut terefleksikan melalui perilaku bekerja secara 
profesional, sedangkan didalam ajaran agama sendiri dimana instruksi normatif 
dari perintah untuk bekerja secara profesional tersebut tergambar dalam firman 
Allah Swt QS Al-Maidah/5: 8. 
                                
                                   
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
8
 
                                                          
6
RS Siahaan, “Uraian Teoritis: Teori Interaksionisme Simbiolik” 
repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20II.pdf (28 Mei 2014). 
7
Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 
5. 
8
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Maidah/5: 8. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa selain beribadah kepada Allah SWT, juga  
menuntun manusia untuk bekerja profesional, menegakkan kebenaran sehingga 
dari segi tata kelola administrasi dan umum mencerminkan hasil yang memuaskan 
tanpa adanya pihak yang dirugikan. karena seyogianya, seluruh tindakan manusia 
selalu dimonitor oleh dua malaikat Allah SWT. Maka untuk itu diharapkan agar 
seluruh komponen civitas akademika, dapat memunculkan kesadaran kolektif 
dalam hal upaya penegakan Good University Governance yang tentunya 
diharapkan oleh pemerintah selaku pemberi kuasa Barang Milik Negara (BMN).  
Setiap lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi negeri menjadikan 
mutu sebagai agenda utama dan tugas yang paling penting dalam menapaki 
perjalanan sejarahnya. Para profesional perguruan tinggi harus merubah 
paradigmanya dengan cara memenej dan mengelola lembaganya berdasarkan 
filosufi bahwa peningkatan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur 
lembaga sejak dini secara terpadu.
9
 Sedangkan menurut Barret, mengemukakan 
bahwa: 
The formation of an effective audit commitee sends and important message 
to stakeholders regarding the board`s commitment to effective reporting 
and control of the organisation.
10
  
  Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa Suatu audit komite dikatakan 
efektif bilamana dapat memberikan pesan informasi kepada seluruh stakeholders, 
agar informasi tersebut dapat dikontrol oleh seluruh pihak yang berkepentingan. 
Sehingga dalam hal upaya pencapaian Good University Governance dalam 
perguruan tinggi islam negeri, maka integrasi penjaminan mutu yang didukung 
oleh ajaran agama yang tertuang dalam ajaran perspektif normatif al-qur`an 
adalah keharusan yang tidak boleh terabaikan. Guna pemenuhan standar 
                                                          
9
Arifuddin Siraj, Efektifitas Organisasi UIN Alauddin Makassar (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 92.  
10
P.J. Barret, “Principle and Better Practices: Corporate Governance In Commonwealth 
Authorities and Companies”. Discusion Paper ISBN 0644389303. h.26. (  23 Mei   2014). 
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pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, 
sehingga stakeholders memperoleh kepuasaan. Bilamana dilakukan secara 
berkelanjutan, maka akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
11
 
D. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tiga Paket Undang-Undang 
Keuangan Negara 
1. Pernyataan No. 07 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang 
Akuntansi Aset Tetap 
Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan pedoman bagi 
pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk 
didalamnnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan 
akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan 
oleh pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan 
pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan 
maupun pengawas laporan keuangan.
12
 
a. Klasifikasi Aset Tetap 
 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang 
digunakan: 
1) Tanah 
 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap 
                                                          
11
Widya Pratiwi, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern ( Studi Kasus: 
Pemerintah Kabupaten Bungo)”, Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi Vol. XII, No. 
2, September 2012. h. 83.  
12Yohanes Joni Pambelum dan Urip Santoso, “ Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor 
Publik Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud”. Jurnal 
Administrasi Bisnis, Vol. 4. No. 1. 2008  (ISSN:0216-1249). h.17. 
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dipakai.Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan 
secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada 
pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi non-pemerintah, 
pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau 
penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas 
tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak 
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah 
memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
yang ada. 
2) Peralatan dan mesin 
  Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegaiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap pakai.  
3) Gedung dan bangunan 
 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektrnonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai. 
4) Jalan, irigasi dan jembatan 
 Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan  jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 
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5) Aset tetap lainnya 
  Aset tetap lainnya mencakupaset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 
dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  dipakai.   
6) Konstruksi dalam pengerjaan. 
 Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 
seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset 
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai 
konstruksi dalam pengerjaan jika:
13
 
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan 
dengan aset tersebut akan diperoleh. 
b) Biaya perolehan tersebut data diukur secara andal; dan 
c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 
b.  Pengakuan Aset tetap 
 Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau 
diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap; dan atau pada saat penguasaannya 
berpindah.
14
 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 
memenuhi kriteria:
15
 
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua) bulan 
                                                          
13
Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, “Akuntansi Aset 
Tetap”, http://www. keuda.kemendagri.go.id ( 10 september 2014). 
14Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, “Akuntansi Aset 
Tetap”, http://www. keuda.kemendagri.go.id ( 10 september 2014). 
15
Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
SAP Pernyataan No. 07. Lampiran IX.  
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2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal  
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
  Menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat 
diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan 
operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau 
penghematan belanja bagi pemerintah. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal 
biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset 
tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Keadaan suatu aset yang 
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas  
biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut  untuk 
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan  dalam proses 
konstruksi.   
  Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan 
untuk dijual.  Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap  telah diterima 
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa 
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, 
misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan  kendaraan bermotor. 
 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus 
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 
26 
 
 
 
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah 
atas nama pemilik  sebelumnya.  
c. Pengukuran aset tetap 
   Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan 
jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai 
wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh 
suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
16
  
  Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak 
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Biaya 
perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya 
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk 
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, 
dan semua biaya lainnya yang terjadi  berkenaan dengan pembangunan aset tetap 
tersebut.
17
  
d. Penilaian awal aset tetap 
  Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu 
aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur 
berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya 
aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu 
aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai 
                                                          
16
Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, “Akuntansi Aset 
Tetap”, http://www. keuda.kemendagri.go.id ( 10 september 2014). 
17
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contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang 
(developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk 
membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset 
juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang 
dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang 
ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan 
yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk  
kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar 
pada saat aset tetap tersebut diperoleh.   
e. Penilaian kembali aset tetap 
 Aset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi 
semantik bagi investor dan kreditor, tujuan penilaian aset  harus  berpaut  dengan 
tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan 
informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, 
dan ketidakpastian aliras kas bersih ke badan usaha. Oleh karena itu, dasar 
penilaian aset akan relevan kalau penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas  
ke badan usaha.
18
 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset 
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan 
ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
nasional. Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari 
konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh 
penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu  entitas. Selisih antara 
                                                          
18
 Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta, 2013), h. 275. 
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nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap  dibukukan dalam ekuitas dana pada 
akun diinvestasikan pada Aset Tetap.
19
   
f. Pengungkapan 
  Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus 
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini 
sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam 
neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi 
bagi pembaca laporan keuangan.
20
 Laporan keuangan harus mengungkapkan 
untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 21
 
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat  (carrying 
amount);   
2)  Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. 
  Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut 
harus diungkapkan:   
a)  Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.  
b)  Tanggal efektif penilaian kembali. 
c)  Jika ada, nama penilai independen.  
d)  Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.   
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Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
SAP Pernyataan No. 07. Lampiran IX.  
20Fairoza Hilmah KH, “Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap 
pada DPKA Kota Padang”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Padang, 2013), 
h. 6. 
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2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
a.  Dasar pemikiran 
 Pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.  Pembentukan 
pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan 
negara. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur 
antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan 
tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
berbasis kerja dan laporan keuangan yang komprehensif.
22
 
 Suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan 
menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem 
pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal 
Keuangan menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan 
setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan 
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata 
uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara 
sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. 
Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi 
salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan 
keuangan negara. Upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan 
                                                          
22Hardi Supeno, “Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran 
Laporan, Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi pada Instansi 
Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga/Unit Pemerintah Wilayah Jawa Timur), Majalah Ekonomi 
Tahun XXI, No. 2 Agustus 2011. h.157. 
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sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan 
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar dan asas-asas 
umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 
diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. 
  Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan 
keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh 
karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan 
kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam 
rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945.  
b. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara 
Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah 
dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan 
Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa 
uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
 Sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh 
obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain 
yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara 
mencakup seluruh rangkaian  kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek 
sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan 
Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan 
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dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
c.  Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 
Upaya untuk mendukung terwujudnya good governance dalam 
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 
secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok 
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 
23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara 
perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 
Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah 
lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas 
universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai 
pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam 
pengelolaan keuangan negara, antara lain: 
a)  akuntabilitas berorientasi pada hasil; 
b)  profesionalitas; 
c)  proporsionalitas; 
d)  keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 
e)  pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 
d.  Kekuasaan atas pengelolaaan keuangan negara 
Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan 
pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah Republik 
Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah 
Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. 
Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam 
pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and 
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balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
e.  Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara 
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. 
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban 
pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-
tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah.  
Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian 
pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.  
Pengelolaan keuangan negara dalam rangka akuntabilitas, maka  pimpinan 
lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas  
pelaksanaan  kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang 
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).  
Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, 
demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
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APBD, dari segi Barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Konsekuensi 
dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan 
lembaga/gubernur /bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian 
Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan 
penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 
tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.  
Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan 
represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang 
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu 
ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi 
wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, 
surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas 
semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk 
mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara 
dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.
23
 
3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara 
   Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan 
kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur 
perbendaharaan negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang 
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: 
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara 
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b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah 
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara 
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah 
e. pengelolaan kas 
f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah 
g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah 
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan 
negara/daerah 
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 
j. penyelesaian kerugian negara/daerah 
k. Pengelolaan Badan Layanan Umum perumusan standar, kebijakan, serta sistem 
dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam 
rangka pelaksanaan APBN/APBD. 
 BAB VII pasal 42-45 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
menjelaskan bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna Barang bagi 
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik 
negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik–baiknya, barang 
milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 
negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan, serta pemindahtanganan barang 
milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau 
disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
24
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4.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
a. Dasar pemikiran 
  Mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang 
bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar BPK dapat 
mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal 
pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara sebagai berikut: 
1)  Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa 
2)  Lingkup pemeriksaan 
3)  Standar pemeriksaan 
4)  Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan 
5)  Akses pemeriksa terhadap informasi 
6)  Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern 
7)  Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut 
8)  Pengenaan ganti kerugian negara 
9)  Sanksi pidana. 
b. Lingkup pemeriksaan BPK 
   Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi 
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. 
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Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara.  
 c. Pelaksanaan pemeriksaan 
  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki kebebasan dan 
kemandirian dalam ketiga tahap  pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup 
kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan 
yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan 
berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan 
perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan 
aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak 
lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. 
  Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan 
antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode 
pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, 
kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan 
sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
25
 
E. Akuntansi Aset Tetap 
 Sesuai dengan tujuan dari pelaporan keuangan, The Government 
Accounting Standards Bureau (GASB) telah menetapkan tujuan dari pelaporan 
aset tetap yaitu pelaporan keuangan harus memberikan informasi mengenai 
sumber daya fisik maupun aset nonkeuangan lainnya, dimiliki pemerintah yang 
mempunyai masa manfaat jangka panjang dan juga informasi yang dapat 
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digunakan untuk mengkaji manfaat potensial dari sumber-sumber daya tersebut. 
Informasi ini harus disajikan untuk membantu para pengguna laporan keuangan 
mengkaji kebutuhan modal (capital) jangka pendek dan jangka panjang.   
 Masalah utama akuntansi untuk akuntansi aset tetap adalah saat 
pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi 
atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. 
Tentunya dengan masalah ini, agama memberikan penjelasan bahwa setiap 
transaksi harus dicatat dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana ajaran agama 
sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi 
(kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-Baqarah/2: 282. 
                                      
     ..............  
Terjemahnya: 
 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
26
 
 Ayat diatas menjelaskan bahwa, bagaimana manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil. 
Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak dirugikan, 
sehingga mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum yang baik 
dalam hal penerapan aset tetap dalam ruang lingkup akademik. Pencatatan yang 
benar atau dengan kata lain menuliskan transaksi apa yang sebenar-benarnya 
meskipun itu merugikan instansi atau departemen sendiri tetap ditulis sesuai 
dengan realitas dan begitupula sebaliknya. Hal ini kemudian dipahami kesadaran 
moral-lah yang mesti harus dibangun oleh segenap civitas akademika mulai dari 
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Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
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pimpinan hingga  kelapisan pengelola yang ada pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone. 
 Menurut Vernon Kam membagi empat kriteria aset:
27
 
1. Secara hukum. Pengakuan aset sangat ditentukan oleh konsep legal dari aset 
tersebut. Kriteria ini berhubungan dengan erat dengan informasi akuntansi 
yang relevan dan andal. 
2. Penggunaan Prinsip konservatif. Prinsip ini mensyaratkan untuk memegang 
prinsip konservatif dalam pengakuan aset. 
3. Makna ekonomi suatu transaksi. Apabila makna ekonomi suatu transaksi 
telah terjadi aset tetap, maka aset tersebut sudah dapat dilaporkan dalam 
laporan keuangan, tanpa perlu memperhatikan bentuk formalnya (substance 
over form).  
4. Kemampuan mengukur nilai aset. Apabila ada kesulitan dalam pengukuran 
nilai aset, maka aset tersebut tidak boleh dicatat.  
a. Klasifikasi Aset Tetap 
  Dalam PSAP 07, aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi akun 
sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:
28
 
1) Tanah 
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap pakai. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah 
tidak diperlakukan secara khusus, dan pada  prinsipnya mengikuti ketentuan 
                                                          
27Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap 
didalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif  4, no. 3 
(2007): h.548. 
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Priyohari, “Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan)”. priyohari.files.wordpress.com/2009/06/psap-07. ( 22 Mei 2014). 
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seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti 
institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk 
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak 
pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Peralatan dan mesin 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap digunakan. 
3) Gedung dan bangunan 
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah 
gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
dan dalam kondisi siap digunakan. 
4) Jalan, irigasi dan jaringan 
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah 
jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam 
klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, 
dan jaringan. 
5) Aset tetap lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam kelompok aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset 
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tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak 
seni/budaya/olah raga. 
6) Konstruksi dalam pengerjaan 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun 
seluruhnya.  
b. Pengakuan Aset Tetap 
 Untuk dapat diakui Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset 
apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan 
yang memengaruhi aset. Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan 
dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tersebut.
29
 Untuk dapat diakui 
sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai 
berikut ini:30 
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Dalam menentukan 
apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka 
suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang diberikan oleh 
pos tersebut. 
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Pengukuran dapat 
dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran 
dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya, apabila 
dalam keadaan suatu aset yang yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu 
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi 
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Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta, 2013), h. 287. 
30Ika Rahmawati Sulistya Ningsih, “Perlakuan Akuntansi Terhadap Perolehan dan 
Penghentian Aset Tetap Pemerintah yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah di 
Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 
45. 
41 
 
 
 
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga 
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; salah satu tujuan 
dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam 
mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Saat pengakuan aset 
akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum.  
Pengakuan aset  tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasannya berpindah. Saat 
pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat 
tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. 
 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 
kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat 
terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik 
sebelumnya.31 
c. Pengukuran Aset Tetap 
 Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 
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aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
32
. Pengukuran bukan 
merupakan kriteria untuk mendefinisi aset tetapi kriteria pengakuan aset. Salah 
satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (measurability) manfaaat 
ekonomik masa datang. 
  Pengukuran dalam pembahasan disini adalah penentuan jumlah rupiah 
yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan 
dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Konsep 
kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomik akan mengalami tiga tahap 
perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha yaitu tahap pemerolehan (acquition), 
pengolahan (processing), dan penjualan/penyerahan (sales/delivery). Tahap 
terakhir (penjualan) melibatkan penyerahan barang atau jasa (keluarnya sumber 
ekonomik). Secara akuntansi (aliran informasi), aliran fisis suatu sumber 
ekonomik atau objek harus dipresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan 
antar objek bermakna sebagai informasi.
33
 
 Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat 
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan 
biayanya. Dalam keadaan suatu aset  yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu 
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak 
eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan 
biaya lain yang digunakan dalam proses konsruksi. Tujuan utama dari perolehan 
aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan 
operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
34
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34
Fairoza Hilmah KH, “Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap 
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d. Penilaian Aset Tetap 
 Aset tetap dinilai dengan biaya  perolehan. Penilaian aset tetap dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang 
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, 
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya 
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tesebut.
35
 
 Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. 
Sebagai contoh tanah mungkin dihadiahkan kepemerintah daerah oleh 
pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah 
daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. 
Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian 
wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas 
sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat 
operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus 
dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
36
 
e. Penyajian Aset Tetap 
 Penyajian aset non lancar dineraca berdasarkan klasifikasi aset berwujud 
(tangible assets) dan non berwujud (intangible assets). Aset tetap dikategorikan 
sebagai aset berwujud. Aset tetap tersebut disajikan dineraca bersamaan dengan 
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akumulasi penyusutannya. Untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif 
atas laporan keuangan pemerintah perlu memgungkapkan informasi tambahan.
37
  
 Tanah disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya 
perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh. Peralatan dan mesin 
disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau 
nilai wajar pada saat  perolehan. Akumulasi penyusutan disajikan dalam angka 
negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap.
38
  
  Pelaksanaan pengelolaan aset tetap perguruan tinggi setidaknya prinsip 
dasar yang termuat dalam Peraturan Presiden  RI Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:
39
 
1. Ketaatan, yaitu prinsip pengelolaan aset tetap khususnya mengenai asset 
tetap yang diperoleh sebagian atau seluruhnya dari dana pemerintah taat 
kepada peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi pemerintah. 
Sedangkan untuk sumber perolehan lainnya berlaku prinsip akuntansi yang 
berlaku umum. Apabila peraturan perundang-undangan bertentangan prinsip 
akuntansi, maka yang harus diikuti adalah peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Pengadaan aset pemerintah menurut Peraturan Presiden RI  Nomor 54 tahun 
2010 dan perubahan-perubahannya adalah kegiatan pengadaan aset yang di 
biayai dengan APBN/RKAT, baik yang dilaksanakan secara swakelola 
maupun oleh penyedia aset.  Sedangkan yang dimaksud aset dalam keppres 
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tersebut adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi 
bahan baku, aset setengah jadi, aset jadi/peralatan, yang spesifikasinya 
ditetapkan oleh pengguna aset/pejabat  pembuat komitmen.  
3. Harga perolehan, yaitu pencatatan aset tetap didasarkan atas atas harga 
perolehan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapat 
ditentukan dengan harga taksiran. 
4. Materialitas, yaitu pencatatan aset tetap dilaksanakan dengan tertib dan 
teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat 
diungkapkan. 
5. Objektif, yaitu pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan sesuai dengan 
keadaaan yang sebenarnya. 
6. Kelengkapan, yaitu aset tetap mencakup kekseluruhan transaksi aset tetap 
yang terjadi dari semua sumber dana dan dari semua jenis cara perolehan. 
7. Kemampubandingan, yaitu pencatatan dan pelaporan aset tetap 
menggunakan klasifikasi standar yang memungkinkan laporan tersebut 
diperbandingkan antar periode akuntansi. 
8. Konsistensi, yaitu pencatatan dan pelaporan aset tetap haurs dilaksanakan 
secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Apabila terdapat 
perubahan maka  perubahan dan pengaruh dari perubahan tersebut harus 
diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan aset tetap. 
f. Pengungkapan Aset Tetap 
 Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus 
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini 
sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam 
neraca. Tujuan pengungakapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan 
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persepsi bagi pembaca laporan keuangan.
40
 Penjelasan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mengamanatkan agar 
informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi 
Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang 
dilaksanakan oleh kementerian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
yang dilaksanakan oleh Kementrian Negara/lembaga.
41
  
F.  Manajemen Aset Tetap  
 Manajemen aset menurut suyatno selaku Direktur BMN II Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Departemen keuangan menjelaskan bahwa disetiap 
Departemen terdapat 150 ribu jenis aset. Ratusan aset diantaranya dalam bentuk 
tanah dan bangunan. Karena itu, pada tahun 2008, Direktoral Jenderal Kekayaan 
Negara berupaya untuk menyertifikasi seluruh aset tanah dan bangunan milik 
Negara. Saat menyusun laporan keuangan tahun 2005, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) melihat aset negara banyak yang nilainya Rp.1.  
 Banyak tanah yang tidak bersertifikat karena kita dapat warisan dari 
Belanda dan pergi begitu saja. menurut suyatno selaku Direktur BMN II Ditjen 
Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu), manajemen aset adalah seni 
bagaimana menata aset, mencatat, memanfaatkan dan menggunakannya dengan 
baik.
42
 Jadi, bagaimana aset itu dicatat dengan baik, lalu dimanfaatkan untuk 
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kepentingan yang benar sehingga tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan dan 
menganggur. 
 Manajemen aset terintegrasi dengan perencanaan strategis (strategic 
planning). Keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai 
alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup, manfaat dan risiko 
kepemilikan. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan 
kinerja. Struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. 
Tujuan dan sasaran dari manajemen aset mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik 
mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif 
dan efisien. Manajemen aset tetap yang baik sesuai dengan Asset Strategic Plan 
Guidelines yang diterbitkan oleh Office of State Comptrober USA mencakup 
kinerja aset (asset performance), pemeliharaan aset (asset maintenance), 
perlindungan aset (asset protection) dan penilaian resiko (risk assessment).
43
  
1. Kinerja Aset (Asset Performance) 
  Untuk meyakini bahwa aset tetap beroperasi sesuai dengan tujuan 
pengadaan aset tersebut, maka pemerintah harus mengembangkan dan 
mengimplementasikan suatu pengukuran kinerja. Pemerintah harus 
mengembangkan pengukuran terbaik sesuai dengan kebutuhan. The Government 
Finance Association (GFA) merekomendasikan agar pengukuran kinerja:
44
 
a. didasarkan pada  tujuan 
b. dimonitor dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan 
c. dapat diandalkan, valid, dapat diverifikasi, dan dapat dipahami 
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d. dilaporkan secara internal maupun eksternal 
e. Mengukur tingkat efektifitas, efesiensi dan kualitas pelayanan publik 
f. Mengukur hasil-hasil program 
g. Menyediakan cara yang terbaik dan efesien dalam mengkaji tingkat efektifitas, 
efesiensi, dan kualitas pelayanan publik 
h. Menyediakan dasar untuk perbandingan. 
    Peneliti memiliki pandangan bahwa sebuah tata kelola instansi yang 
transparan dan akuntabel hanya akan bisa terwujud secara maksimal apabila 
kesadaran kolektif tersebut terjalin utuh mulai dari unsur pimpinan sampai pada 
lapisan terbawah. Secara logis bisa dikatakan bahwa kesadaran yang hanya 
terbangun pada unsur pimpinan tapi lemah pada unsur bawahan cenderung akan 
menjadi sebuah formalitas belaka yang hanya kaya pada tataran konsep tapi 
miskin pada tataran praktis. Sebaliknya, kesadaran yang hanya terbangun pada 
unsur bawahan tapi lemah pada unsur pimpinan hanya akan menjadi sebuah 
mimpi-mimpi indah yang jauh dari fakta karena minimnya dukungan legal 
normatif kebijakan dari atas. 
  Oleh karena itu, diharapkan bagaimana seluruh civitas akademika dalam 
ruang lingkup perguruan tinggi islam negeri yang ada pada Sekolah Tinggi Islam 
Negeri (STAIN) pada Watampone, selain membangun kesadaran kolektif juga 
diharapkan dapat mengedepankan etos kerja yang mendatangkan manfaat. Islam 
senantiasa mengajarkan umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Tidak dibenarkan seseorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa 
saja mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengeringinya dengan usaha. 
Namun demikian, tidak pula dibenarkan terlalu mengandalkan kemampuan diri 
sehinggga melupakan pertolongan Allah SWT dan tidak mau berdoa kepada-Nya.  
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 Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk bekerja 
dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di dunia untuk bekal hidup dan mencari 
penghidupan di dunia, Sebagaimana instruksi normatif tersebut dalam firman 
Allah Swt dalam Al-Quran QS An-Nisaa` /4:135. 
                               
                                     
                  
 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.
45
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa bagaimana manusia untuk diarahkan 
dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dapat bekerja secara secara 
adil (benar). Karena sikap lahiriah manusia memang terbelenggu oleh hawa 
nafsunya, sehingga dapat menjerumuskan mereka dari perilaku yang 
menyimpang. Selain itu juga, ayat diatas memberikan arahan bagaimana manusia 
diarahkan menjadi pribadi yang mengedepankan manfaat dalam hal urusan 
duniawi. Asumsi ini tersirat pada arti ayat diatas yang berbunyi maka janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Tidak 
dapat dipungkiri bahwasanya dunia kerja adalah dunia dimana manusia itu diuji 
keimanannya dalam hal jerat perilaku yang menyimpang. Maka suatu keharusan 
bagi manusia untuk memahami dan melaksanakan standar regulasi yang ada, 
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karena segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia akan dimintai 
pertanggungjawabannya didunia dan lebih-lebih diakherat kelak. 
2. Pemeliharaan Aset (Asset Maintenance) 
 Pencatatan atas pemeliharaan aset tetap yang rinci akan memberikan 
gambaran yang jelas bagi pemerintah dalam merencanakan jadwal perbaikan dan 
pemeliharaan untuk penganggaran pengeluaran pemerintah atas biaya 
pemeliharaan tersebut, serta perencanaan untuk penggantian atau 
pelunasan/ekspansi dimasa yang akan datang.
46
 
3. Perlindungan Aset (Asset Protection) 
a. Kebijakan 
Kebijakan tertulis atau penugasan, pencatatan dan prosedur umum untuk 
melindungi aset tetap pemerintah, dapat digunakan sebagai acuan untuk tujuan 
pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini kemudian dipahami dengan kebijakan 
tersebut dapat membantu instansi/departemen dalam mengelola aset Barang Milik 
Negara (BMN). 
b. Penugasan Perlindungan Aset Tetap 
Aset tetap pemerintah harus dalam pengawasan orang atau bagian yang 
digunakan dan bertanggungjawab atas keberadaan aset tetap tersebut dan 
keakuratan serta kegunaan pencatatannya. Hal ini kemudian dipahami dengan 
penugasan perlindungan aset tetap tersebut dapat membantu instansi/departemen 
dalam menjamin keberadaan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat terjadi hal-
hal yang tidak diingingkan terhadap kondisi Barang Milik Negara (BMN). 
 
                                                          
46Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap didalam 
Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif 4, No. 3 (2007): 
h.551. 
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c. Pencatatan Aset Tetap 
Perlindungan aset tetap dimulai dari pencatatan yang berkualitas, yang 
akan berguna dalam pertanggungjawaban dan pengendalian serta pengamanan 
aset tersebut. Hal ini kemudian dipahami dengan pencatatan aset tetap tersebut 
dapat membantu instansi/departemen dalam menghasilkan laporan Barang Milik 
Negara (BMN) yang baik. Sehingga perlindungan aset (Asset Protection) tersebut 
dipahami dapat diketahui. 
d. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban aset tetap dimulai dari adanya pencatatan yang 
akurat. Kemudian diperlukan adanya inventarisasi fisik secara periodik yang harus 
dilakukan agar keakuratan pencatatan dapat terjamin.
47
 Sehingga perlindungan 
aset (asset protection) pada instansi atau departemen dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. 
e. Pengamanan Aset Tetap 
Pemerintah harus membuat prosedur pengamanan aset tetap yang memadai 
dengan memperhatikan risiko-risiko yang berkaitan dengan sifat/karakteristik aset 
tetap tersebut, misalnya aset tetap yang risikonya besar memerlukan prosedur 
pengamanan yang lebih dibandingkan dengan aset tetap yang risikonya kecil 
(contohnya Laptop, BBM dan lain-lain). Sehingga prosedur pengamanan aset 
tetap tersebut menghasikan pengamanan yang lebih baik. 
4) Penilaian Resiko Aset (Risk Assessment)  
 Adanya kemungkinan terjadinya resiko harus ditetapkan dengan 
mempertimbangkan sifat/karakteristik dan fungsi dari masing-masing aset tetap 
tersebut. Pemerintah harus memutuskan cara terbaik untuk menanggulangi 
                                                          
47Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap didalam 
Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif 4, No. 3 (2007): 
h.55. 
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pengaruh dan resiko yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan cost and 
benefit. Klasifikasi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 
berdasarkan likuiditas aset memudahkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone melakukan pengkajian risiko terhadap terhadap aset 
tetapnya.
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48Sharifuddin Husen, “Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap didalam 
Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI”, Jurnal Eksekutif 4, No. 3 (2007): 
h.553. 
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G.  Rerangka Konseptual 
Berdasarkan teori-teori yang mendasari penelitian ini dan penelitian-
penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1 
Rerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
   
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap. 
Akuntansi Aset Tetap: 
a. Klasifikasi Aset Tetap 
b. Pengakuan Aset Tetap 
c. Pengukuran Aset Tetap 
d. Penilaian Aset Tetap 
e. Penyajian Aset Tetap 
f. Pengungkapan Aset Tetap 
 
Manajemen Aset Tetap: 
a. Kinerja Aset (Asset 
performance) 
b. Pemeliharaan Aset (Asset 
Maintenance) 
c. Perlindungan Aset (Asset 
Protection) 
d. Penilaian resiko Aset 
(Risk Assessment) 
Laporan Pengelolaan Barang Milik 
Negara pada STAIN Watampone 
1. Teori Legitimasi 
2. Teori Interaksionisme Simbiolik 
3. Teori Manajemen Mutu 
Good University Governance 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  
menurut Indrianto dan Supomo merupakan paradigma penelitian yang 
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 
sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks 
dan rinci. Penelitian kualitatif berusaha memahami suatu fenomena (kejadian)  
dengan menggunakan data. Peneliti merupakan figur utama dalam mengumpulkan 
data dan menginterpretasikannya dari kacamata pelaku (actors). 
 Penelitian ini dilakukan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yaitu 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang berada di Jalan 
Hos Cokroaminoto, Kabupaten Bone. Alasan pemilihan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone karena banyak perguruan tinggi yang 
kemudian terlihat dilema dalam mewujudkan tata kelola institusi yang transparan 
dan akuntabel. Salah penyebabnya adalah suatu kenyataan bahwa regulasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan Good University 
Governance (GUG) sering sekali memunculkan interpretasi yang beragam dari 
kalangan pihak  stakeholders yang ada dalam perguruan tinggi tersebut di 
samping minimnya kesadaran kolektif itu sendiri.  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri 
merupakan basis sentral untuk mencerdaskan kehidupan generasi Bangsa, 
Perguruan Tinggi yang berbasiskan keislaman yang dimiliki oleh Negara,  serta 
dikarenakan telah berhasil menjadi perguruan tinggi dengan penerapan akuntansi 
dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN) yang patut 
55 
 
 
 
dicontoh berdasarkan ekspos hasil temuan Inspektorat Kementerian Agama RI 
Tahun 2013. Sedangkan sebelum tahun 2013 tersebut, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) ini tidak pernah  mendapatkan  apresiasi yang baik dan 
begitupun juga buruk dalam hal akuntansi dan manajemen aset tetap pada 
pengelolaan Barang Milik Negara  (BMN) oleh Inspektorat Kementerian Agama 
RI.  
Menurut pandangan peneliti ada temuan ataupun kesalahan tata kelola 
keuangan maupun tata kelola administrasi umum yang mungkin dianggap tidak 
terlalu berdampak buruk sehingga masih bisa dimaklumi. Hal inilah yang 
menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dalam lingkungan STAIN 
Watampone. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
berdasarkan paradigma interpretif. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat 
subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir 
objek yang sedang dipelajarinya. Jadi, fokusnya pada arti individu dan persepsi 
manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka.
1
 
Menurut Ghozali dan Chariri  tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah 
menganalisis realita sosial dan bagaimana realita sosial itu terbentuk.
2
 
 Menurut  Burrel  and  Morgan dalam Iwan Triyuwono mengatakan bahwa 
Penelitian yang dilakukan dalam wilayah paradigma interpretif bertujuan untuk 
menafsirkan (to interpret) dan memahami (to understand) fenomena akuntansi. 
                                                          
1Anis, Chariri. “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”. Paper disajikan pada 
workshop Metedologi Penelitian Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 31 Juli-1 Agustus. h. 5. 
2Chariri dan Ghozali. “Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate 
Social Responsibility (studi kasus pada PT. Bank X, Tbk)”. Skripsi, (Semarang:  FE-Undip), h.40. 
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Bagi paradigma ini, akuntansi merupakan representasi dari sebuah realitas. 
Dengan kata lain, realitas akuntansi direpresentasikan dalam bentuk simbol. 
Simbol itu sendiri menyimpan makna. Penelitian akuntansi dengan paradigma 
interpretivis berusaha mengungkap makna yang tersembuyi dibalik simbol 
tersebut. Setelah menemukan makna yang tersembunyi, peneliti baru kemudian 
memahami makna dari simbol akuntansi tersebut.
3
 
C. Sumber Data  
Menurut sumbernya, data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan 
menjadi data primer dan data sekunder: 
1. Data Primer  
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer 
dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Penelitian 
yang menggunakan data primer meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan 
pihak-pihak terkait didalamnya. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara 
lisan yang bersifat bebas terpimpin dan dialog sistematis. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. Metode penelitian yang umumnya  menggunakan data sekuder 
adalah penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu 
                                                          
3
Iwan, Triyuwono, “ (Makrifat) Metode Penelitian Kualitatif (dan kuantitatif) untuk 
Pengembangan disiplin Akuntansi”, Makalah ini diseminarkan dalam acara Simposium Nasional 
Akuntansi (SNA)  ke‐16 di Manado pada tanggal 25‐27 September 2013. h. 6. 
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(historis). Penelitian ini digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa 
laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki persoalan yang hampir sama, 
jurnal-jurnal, dokumen dan arsip-arsip, serta buku-buku dan artikel yang terkait 
dengan penelitian ini. Demikian juga standar regulasi yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Maka untuk itu, data-data pengelolaan keuangan Barang Milik 
Negara (BMN) terkhususnya pengelolaan aset tetap pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone, itu kemudian akan menjadi data yang sangat 
penting bagi peneliti guna dapat memberikan saran dalam hal perbaikan.
4
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode survei (survey methods). Metode survei adalah metode  pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan obyek penelitian. 
Metode survei terbagi menjadi: survei individu, survei intersep, survei melalui 
telepon, survei melalui surat, survei melalui jaringan internet.
5
 Oleh karena itu, 
metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan 
responden. Data penelitian berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, 
pengalaman atau karakteristik subjek penelitian secara individual maupun 
kelompok. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data 
yang sama dari banyak subjek kemudian dirancang untuk menjelaskan hubungan 
sebab-akibat. Berbagai cara diantaranya dengan melakukan wawancara dan 
mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Hal ini 
dispesifikasikan sebagai berikut :
6
 
                                                          
4
Nur Indrianto dan Bambang, Supomo, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 
&Manajemen, ( Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA, 2009), h. 147. 
5
Danang Sunyoto, Metodologi Penelltian Akuntansi, (Yogyakarta: PT Refika Aditama, 
2013), h.23. 
6
Nur Indrianto dan Bambang, Supomo, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi 
&Manajemen, ( Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA, 2009), h. 152. 
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1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik 
wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan 
dengan responden. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara 
sebagai data penelitian. 
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat dan 
mengkaji berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan hal yang 
diteliti. 
3. Penelusuran Referensi (Reference Exploring) yaitu metode pengumpulan 
data dimana peneliti menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hasil dari metode ini 
kemudian dikutip, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode  
pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam 
menemukan data-data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data 
tambahan dalam memperkuat data dan hasil penelitian.   
E. Instrumen Penelitian 
Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informant. Subjek 
penelitian adalah keseluruhan objek penelitian. Pada hakikatnya, penelitian 
kualitatif lebih cenderung membahasakan istilah “populasi”, sebagaimana disebut 
oleh Spradley, dengan situasi sosial (social situation) yang meliputi tempat 
(place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
7
 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang menjadi tempat (place) adalah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, pelaku (actors) 
adalah orang-orang yang terlibat pada penerapan akuntansi dan manajemen aset 
                                                          
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 299. 
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tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN) baik dari dalam atau luar Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  Watampone, dan aktivitas (activity) adalah 
proses penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik 
Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  Watampone 
meskipun ketiga hal tersebut masih bisa berkembang pada tataran lain yang 
berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.   
Secara rinci bisa digambarkan bahwa yang menjadi pelaku (actor) atau 
biasa juga disebut subyek penelitian adalah mereka yang terlibat pada penerapan 
akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN)  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang dalam hal 
ini adalah unsur pimpinan sebagai penentu kebijakan dalam hal penerapan 
akuntansi dan manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN) 
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone serta pegawai 
yang memiliki tugas pada wilayah tersebut dengan mengacu pada rincian tugas. 
Sementara itu, istilah “sampel” dalam penelitian kualitatif lebih ditujukan 
pada pemilihan individu atau kasus tertentu untuk dijadikan fokus penelitian atau 
biasa juga disebut informan.
8
 Jadi, sampel dalam penelitian kualitatif bukan untuk 
tujuan validitas eksternal sehingga pengambilannya sangat fleksibel bahkan bisa 
bertambah atau berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan data penelitian. 
Oleh karena itu, penentuan informant pada langkah awal dari penelitian ini akan 
ditujukan pada  3 orang penentu kebijakan dalam lingkungan Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yaitu Wakil Ketua Bidang 
administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Sub. 
Bagian Umum. 
 
                                                          
8
Ag. Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing: Pendekatan 
Kuantitatif dan Kualitatif. (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 46.   
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data. 
Pemilihan metode sangat tergantung pada research questions, research strategies, 
dan theoretical framework. Untuk melakukan analisis, peneliti perlu menangkap, 
mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Peneliti interpretif 
menggunakan observasi peserta dan penelitian lapangan. Teknik-teknik ini 
menuntut peneliti mengabdikan waktunya, untuk melakukan kontak pribadi 
langsung dengan orang yang mereka pelajari.
9
  Hal yang perlu diperhatikan adalah 
analisis data tidak dapat dipisahkan dari data collection. Oleh karena itu, ketika 
data penelitian mulai terkumpul, analisis data harus segera dilakukan untuk 
menentukan pengumpulan data berikutnya.  
Berdasarkan  Model  Miles  dan Huberman, proses pengolahan dan 
analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara 
berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data (data reduction), tahap 
penyajian data (data display), dan tahap penarikan kesimpulan/verivikasi 
(conclusion drawing/verivication).
10
 Langkah analisis data yang akan dilakukan 
pada penelitian ini yaitu: 
1. Reduksi Data (Data Reduction)  
 Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini 
dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian hingga akhir 
pengumpulan data. Proses reduksi data, data yang tidak penting akan dikurangi 
sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya. Teori yang tepat 
                                                          
9
W. Lawrence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif . (Jakarta Barat: Indeks, 2013),  h. 103. 
10
Nur Indrianto dan Bambang, Supomo, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 
&Manajemen. ( Yogyakarta:BPEF-YOGYAKARTA, 2009),  h. 337. 
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dalam hal mereduksi data di lapangan adalah dengan teori legitimasi, teori 
interaksionisme simbiolik, teori manajemen mutu, serta Undang-Undang 
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).  
2. Penyajian Data (Display Data) 
Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah 
direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif.  
Dalam penyajian data, dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan 
yuridis untuk melihat keterkaitan antar variabel berdasarkan data yang terkumpul 
sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi akurat dan objektif. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Hasil dari coding data pada penelitian dikaitkan dengan teori legitimasi 
sehingga interpretasi yang diturunkan tidak lagi bias. Data penelitian dikaitkan 
pada teori yang digunakan sebelumnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
kejadian yang ada pada setting penelitian. Interpretasi yang dilakukan dituangkan 
dalam narasi, gambar dan kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Apabila 
kesimpulan yang ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat 
sehingga sudah mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan 
tersebut sudah dapat diterima. 
 Analisis dilakukan dengan membaca laporan Barang Milik Negara 
(BMN), lalu dikaitkan dengan hasil wawancara dan observasi yang berlandaskan 
pada standar regulasi yang ada yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dengan standar 
regulasi tersebut peneliti dapat menilai apakah hasil penerapan pengelolaan aset 
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Barang Milik Negara (BMN) telah sesuai dengan standar regulasi yang ada, 
dimana faktor penilai yang digunakan merupakan hasil wawancara serta 
observasi, yang dikaitkan dengan teori legitimasi sebagai dasar teori dari 
penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dinamakan sebagai kredibilitas dalam penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu:
11
 
(a) Peneliti tidak 100 % independen dan netral dari research setting; (b) 
Penelitian kualitatif sangat tidak terstuktur (messy) dan sangat interpretive. Dalam 
meningkatkan kredibilitas itu terdapat 9 prosedur yaitu: (i) Triangulation; (ii) 
Disconfirming evidence; (iii) Research reflexivity; (iv) Member checking; (v) 
prolonged engagement in the field; (vi) collaboration; (vii) the audit trail; (viii) 
thick and rich description; dan (ix) peer debriefing. 
Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan 
investigator sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan jelas, maka 
prosedur yang dipilih oleh peneliti adalah triangulation. Menurut Denzin bahwa 
logika triangulasi berdasarkan kepada dasar pikiran bahwa, tidak ada metode 
tunggal secara mencukupi memecahkan masalah faktor penyebab tandingan,  
Karena setiap metode menyatakan aspek yang berbeda atas realitas empiris,  
metode ganda atas pengamatan haruslah dipakai, hal inilah yang disebut dengan 
triangulasi.
12
 
 
 
                                                          
11
Anis Chariri,  Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. (paper disajikan pada 
workshop metodologi penelitian kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Diponegoro, semarang 31 Juli-1 Agustus, 2009), h. 14. 
12
Tama Indra, “Tekhnik Pengumpulan dan Validasi Data Kualitatif”,  
http://dinarpratama.wordpress.com (04 Juni 2014). 
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Denkin menjelaskan bahwa triangulasi meliputi empat hal yaitu:
13
 
1. Triangulasi metode. Pada metode ini dilakukan pembandingan informasi 
atau data dengan cara yang berbeda. Pembandingan ini dilakukan pada 
metode pengambilan data. 
2. Triangulasi antar peneliti. Pada metode ini digunakan lebih dari satu orang 
dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya 
khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek 
penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali 
data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari 
konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan 
bias baru dari triangulasi. 
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 
terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 
catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 
masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 
keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan 
dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual 
                                                          
13Rahardjo,“Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.” http://mudjiarahardjo.com ( 04 Juni 
2014). 
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peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu,  
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 
peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil 
analisis data yang telah diperoleh.  
         Jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi metode dan 
triangulasi teori. Triangulasi metode digunakan untuk membandingkan dari 
berbagai sumber data yang diambil seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, 
ataupun hasil observasi. Sedangkan triangulasi teori digunakan karena dalam 
penelitian ini digunakan berbagai teori yang digunakan  adalah teori legitimasi, 
teori interaksionisme simbiolik, teori manajemen mutu dan Undang-Undang 
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone didirikan 
berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Butuh 31 tahun untuk 
memproses sebuah Fakultas menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) di Watampone, Bone. Semula pada tahun 1966 adalah sebuah Fakultas 
Syariah, filial IAIN Alauddin, Makassar. Tiga tahun kemudian status filial itu 
ditingkatkan menjadi cabang. Pada tahun 1983, setelah sebelumnya hanya boleh 
menyelenggarakan pendidikan jenjang D3, diizinkan membuka program 
pendidikan sampai S1. Baru pada tahun 1997, Fakultas itu disahkan menjadi 
STAIN Watampone, seperti nama yang sekarang ini.  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone merupakan 
satuan kerja yang berada dibawah naungan Kementerian Agama RI. Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone seperti halnya Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) yang lain merupakan kuasa pengguna barang yang 
menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan 
berkewajiban melaporkan penyelenggaraaan tersebut.  
Pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN)  pada Tahun 2009-2011 
masih agak kacau, dan seiring dengan berjalannya waktu mengalami proses 
perbaikan. Sedangkan  pada Tahun 2012 itu ada masalah yakni adanya temuan 
kesalahan pencatatan dari belanja modal menjadi belanja barang dan begitupun 
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sebaliknya, serta masih ada beberapa kendala-kendala yang kemudian dihadapi 
seperti seringnya terjadi perpindahan BMN (Barang Milik Negara) dalam ruangan 
sehingga sulitnya membuat  Daftar Barang Ruangan (DBR), masih adanya aset 
BMN (Barang Milik Negara) yang tidak memiliki dokumen kepemilikannya dan 
masalah umum yang hampir terjadi ditiap instansi naungan pemerintah yaitu 
adanya barang yang berpindah tempat, sehingga biasanya sulit terdeteksi oleh 
pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara). Namun persoalan tersebut tidaklah berlarut-larut dan 
segera diatasi oleh pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN).  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone pada Tahun 
2013 telah berhasil menjadi perguruan tinggi dengan penerapan akuntansi dan 
manajemen aset tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN) yang patut 
dicontoh berdasarkan ekspos hasil temuan Inspektorat Kementerian Agama RI 
Tahun 2013 (Temuan dengan tahun sebelumnya). Sedangkan sebelum tahun 2013 
tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ini tidak pernah  
mendapatkan  apresiasi yang baik dan begitupun juga  buruk dalam hal akuntansi 
dan manajemen aset tetap pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh 
Inspektorat Kementerian Agama RI. 
Penggunaan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi  
Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sangat membantu untuk bisa 
melihat kondisi aset BMN (Barang Milik Negara) yang bermasalah. Selain itu 
proses pendampingan dari pusat tentang pengelolaan aset BMN (Barang Milik 
Negara) juga faktor lain yang memengaruhi pengelolaan  aset Barang Milik 
Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.  
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B. Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan Barang 
Milik Negara pada STAIN Watampone 
1. Penerapan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Barang Milik Negara 
pada STAIN Watampone 
a. Klasifikasi aset tetap  
Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dalam hal ini 
klasifikasi aset tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone dilaksanakan oleh staf subag perencanaan keuangan & akuntansi dan 
juga staf sub bagian perlengkapan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi 
bagian umum dan perlengkapan yang dimana bertugas melakukan pengadaan dan 
penerima barang kemudian mendistribusikan barang tersebut. Keduanya bertugas 
melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset perguruan tinggi setiap 1 
bulan sekali ke Kanwil Makassar dan diwajibkan pula melapor setiap 6 bulan 
(persemesteran) ke Kementerian Agama RI (pusat) dan kemudian dirumuskan 
menjadi Laporan Barang Milik Negara (LBM) sehingga dapat diketahui kondisi  
aset tersebut dalam pengelolaan Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran.  
Klasifikasi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) yang berdasarkan likuiditas aset yang akan lebih memudahkan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam melakukan pengkajian 
resiko terhadap aset tetapnya. Peraturan pemerintah Nomor 24 tentang standar 
akuntansi aset tetap menyatakan bahwa definisi aset tetap merupakan aset yang 
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk 
digunakan dalam hal membantu proses belajar mengajar yang ada dilingkungan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Pengertian ini 
sebenarnya dapat membantu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone dalam melakukan manajemen aset tetap dalam menilai resiko aset 
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tetap yaitu berupa kerugian, keusangan, pemborosan, kesalahan dan 
penyalahgunaan.  Meskipun, selama ini pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone kurang bisa terlaksana dengan baik karena lemahnya 
pengawasan yang disebabkan oleh tenaga pengelola Barang Milik Negara (BMN) 
yang masih kurang dan pemahaman dari pengelola yang masih perlu ditingkatkan 
terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.  
Adapun klasifikasi aset tetap yang ada pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone berupa: 
1) Tanah  
 Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 
kondisi siap pakai. Tanah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone sendiri, Pada laporan persemesteran Tahun 2013 jumlah aset tanah  
yang tercatat sebesar Rp. 16.996.632.200 dengan saldo awal tanah seluas 64.567 
meter dan pada laporan persemesteran Tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp. 
17.822.632.200 dengan saldo awal tanah seluas 68.566 meter. Hal ini kemudian 
dipahami bahwasanya, aset berupa tanah yang ada pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 
jumlah peningkatan anggaran berbanding lurus dengan luas aset kelola berupa 
tanah yang siap pakai.   
Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa tanah  
memiliki kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika diatur oleh 
aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi dan 
Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut beroperasi 
berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Hal ini kemudian termuat dalam teori 
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legitimasi yang melingkupinya. Berdasarkan paradigma interpretif, berusaha 
memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. Menurut 
peneliti masing-masing informan telah profesional dan cakap dalam memberikan 
keterangan dan informasi yang jelas. Sebagaimana hasil kutipan dari habibi selaku 
pengelola SIMAK BMN dalam petikan wawancara: 
Terkait dengan kenapa bisa bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah 
mahasiswa yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan mau tidak mau 
sarana dan prasana harus juga ditunjang. Apa yang kami catat itu, yang ada 
dilapangan.
1
 
Menurut pandangan peneliti manakala pengelola SIMAK BMN konsisten 
mematuhi regulasi yang ada, juga telah memenuhi perspektif normatif al-qur`an. 
Sebagaimana ajaran agama sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan 
atas setiap transaksi (kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-
Baqarah/2: 282  
                                    
     ..............  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
2
. 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa, bagaimana Manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil. 
Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak dirugikan 
dan telah  mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum yang baik 
dalam hal upaya mewujudkan Good University Governance. 
                                                          
1
Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
2
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
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2) Peralatan dan mesin 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap digunakan. Peralatan dan mesin pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone sendiri, Pada laporan persemesteran Tahun 2013 jumlah 
aset peralatan dan mesin  yang tercatat sebesar Rp.7.489.249.990 dengan kuantitas 
sebanyak 3.277 dan pada tahun 2014 jumlah aset peralatan dan mesin sebesar 
9.323.654.690 dengan kuantitas sebanyak 4.600. Hal ini kemudian dipahami 
bahwasanya, aset berupa peralatan dan mesin  yang ada di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone mengalami peningkatan yang disebabkan oleh 
jumlah peningkatan anggaran berbanding lurus dengan penambahan aset berupa 
peralatan dan mesin. 
Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa peralatan 
dan mesin memiliki kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika 
diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar  
regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut 
beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Hal ini kemudian termuat 
dalam teori legitimasi yang melingkupinya. Berdasarkan paradigma interpretif, 
selaku  peneliti memahami masing-masing informan telah profesional dan cakap 
dalam memberikan kererangan dan informasi yang jelas. Sebagaimana hasil 
kutipan dari habibi selaku pengelola SIMAK BMN dalam petikan wawancara: 
Terkait dengan kenapa bisa bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah 
mahasiswa yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan mau tidak mau 
sarana dan prasana harus ditunjang. Apa yang kami catat itu, yang ada 
dilapangan.
3
 
                                                          
3
Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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Menurut pandangan peneliti manakala pengelola SIMAK BMN konsisten 
mematuhi regulasi yang ada, juga telah memenuhi perspektif normatif al-qur`an. 
Sebagaimana ajaran agama sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan 
atas setiap transaksi (kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-
Baqarah/2: 282  
                                    
     ..............  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
4
. 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa, bagaimana Manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil dan 
benar. Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak 
dirugikan, sehingga mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum 
yang baik dalam hal penerapan aset tetap dalam ruang lingkup perguruan tinggi 
Negeri. 
3) Gedung dan bangunan 
 Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah 
gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri, Pada laporan persemesteran 
Tahun 2013 jumlah aset gedung dan bangunan yang tercatat sebesar 
                                                          
4
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
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Rp.24.348.026.000 dengan kuantitas 39 dan pada tahun 2014 jumlah aset gedung 
dan bangunan sebesar 28.269.202.000 dengan kuantitas 36. Hal ini kemudian 
dipahami bahwasanya, aset berupa gedung dan bangunan yang ada pada Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone bahwa peningkatan jumlah aset 
gedung dan bangunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat, tetapi dari segi 
jumlah gedung mengalami penurunan. 
Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa gedung 
dan bangunan memiliki  kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika 
diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar  
regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut 
beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Hal ini kemudian termuat 
dalam teori legitimasi yang melingkupinya. Berdasarkan paradigma interpretif, 
berusaha memahami bagaimana kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. 
Menurut peneliti masing-masing informan telah profesional dan cakap dalam 
memberikan informasi dan keterangan yang jelas. Sebagaimana hasil kutipan dari 
habibi selaku pengelola SIMAK BMN dalam petikan wawancara: 
Terkait dengan kenapa bisa bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah 
mahasiswa yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan mau tidak mau 
sarana dan prasana harus ditunjang. Apa yang kami catat itu, yang ada 
dilapangan.
5
 
Menurut pandangan peneliti manakala pengelola SIMAK BMN konsisten 
mematuhi regulasi yang ada, juga telah memenuhi perspektif normatif al-qur`an. 
Sebagaimana ajaran agama sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan 
atas setiap transaksi (kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-
Baqarah/2: 282  
                                                          
5
Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
 
73 
 
                                    
     ..............  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
6
. 
 Ayat diatas menjelaskan bahwa, bagaimana Manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil dan 
benar. Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak 
dirugikan, sehingga mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum 
yang baik dalam hal penerapan aset tetap dalam ruang lingkup akademik. 
4) Jalan, irigasi dan jaringan 
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah 
jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
dan dalam kondisi siap digunakan. Adapun yang dimaksud dengan irigasi yang 
ada pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone berupa 
saluran pembuang air buangan air hujan dan jaringan sendiri yang dimaksud 
berupa jaringan distribusi tengangan diatas 20 KVA. Jalan, irigasi, dan jaringan 
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri pada 
laporan persemesteran Tahun 2013 jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan yang 
tercatat sebesar Rp.1.726.342.000 dengan kuantitas sebanyak 1.264 dan pada 
tahun 2014 jumlah aset gedung dan bangunan sebesar 2.096.342.000 dengan 
kuantitas 1.265. Hal ini kemudian dipahami bahwasanya, aset berupa jalan, irigasi 
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dan jaringan yang ada pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone mengalami peningkatan yang disebabkan oleh jumlah peningkatan 
anggaran berbanding lurus dengan penambahan aset berupa jalan, irigasi dan 
jaringan. 
Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa jalan, 
irigasi dan jaringan memiliki kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas 
akademika diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam 
standar regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi 
tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Hal ini kemudian 
termuat dalam teori legitimasi yang melingkupinya. Berdasarkan paradigma 
interpretif, berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang 
dipelajari.  
Menurut peneliti masing-masing informan telah profesional dan cakap 
dalam memberikan informasi dan keterangan yang jelas. Sebagaimana hasil 
kutipan dari habibi selaku pengelola SIMAK BMN dalam petikan wawancara: 
Terkait dengan kenapa bisa bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah 
mahasiswa yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan mau tidak mau 
sarana dan prasana harus ditunjang. Apa yang kami catat itu, yang ada 
dilapangan.
7
 
         Menurut pandangan peneliti manakala pengelola SIMAK BMN konsisten 
mematuhi regulasi yang ada, juga telah memenuhi perspektif normatif al-qur`an. 
Sebagaimana ajaran agama sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan 
atas setiap transaksi (kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-
Baqarah/2: 282  
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                                    
     ..............  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
8
. 
 Ayat diatas menjelaskan bahwa, bagaimana Manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil dan 
benar. Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak 
dirugikan, sehingga mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum 
yang baik dalam hal penerapan aset tetap dalam tataran perguruan tinggi Negeri. 
5) Aset tetap lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset 
tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak 
seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone sendiri, Pada laporan persemesteran Tahun 2013 
jumlah aset tetap lainnya yang tercatat sebesar Rp.308.538.400 dengan kuantitas 
sebanyak 2.402 dan pada tahun 2014 jumlah aset gedung dan bangunan sebesar 
884.595.280  dengan kuantitas sebanyak 9.808. Hal ini kemudian dipahami 
bahwasanya, aset berupa aset tetap lainnya yang ada pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone  mengalami peningkatan yang disebabkan 
oleh jumlah peningkatan anggaran berbanding lurus dengan penambahan aset 
berupa jalan, irigasi dan jaringan. 
                                                          
8
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Cet: 
Mujamma’ Malik Fadhli Thiba’at Al Mush Haf Asysyarif. 
 
76 
 
Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa aset 
tetap lainnya memiliki  kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika 
diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar  
regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone tersebut beroperasi berdasarkan sistem 
nilai yang sepadan. Hal ini kemudian termuat dalam teori legitimasi yang 
melingkupinya. Berdasarkan paradigma interpretif, berusaha memahaminya dari 
kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. 
 Menurut peneliti masing-masing informan telah profesional dan cakap 
dalam memberikan informasi dan keterangan yang jelas. Sebagaimana hasil 
kutipan dari habibi selaku pengelola SIMAK BMN dalam petikan wawancara: 
Terkait dengan kenapa bisa bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah 
mahasiswa yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan mau tidak mau 
sarana dan prasana harus ditunjang. Apa yang kami catat itu, yang ada 
dilapangan.
9
 
ketika pengelola SIMAK BMN konsisten mematuhi regulasi yang ada, 
juga telah memenuhi perspektif normatif al-qur`an. Sebagaimana ajaran agama 
sendiri menginstruksikan untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi 
(kejadian) tersebut tergambar dalam firman Allah Swt QS Al-Baqarah/2: 282  
                                    
     ..............  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
10
. 
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 Ayat diatas menjelaskan bahwa, bagaimana Manusia sangat dianjurkan 
untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil. 
Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak dirugikan, 
sehingga mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum yang baik 
dalam hal upaya memenuhi prinsip-prinsip Good University Governance. 
6) Konstruksi dalam pengerjaan 
 Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun 
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan pada Sekolah Tinggi Islam Negeri 
(STAIN) Watampone seluruh bangunan terpakai dan telah selesai dalam 
konstruksi dalam pengerjaan. Sehingga dalam laporan barang kuasa pengguna 
semesteran tidak ada yang tercatat. 
 Hal ini tentu dipahami bahwasanya pengelolaan aset tetap berupa aset 
tetap lainnya memiliki  kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika 
diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar  
regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone tersebut beroperasi berdasarkan sistem 
nilai yang mengaturnya. Sehubungan dengan aset yang paling dominan yang 
memenuhi standar akuntansi pemerintahan yaitu semua aset tetap yang ada pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone diperlakukan apa yang 
kemudian diharapkan oleh regulasi. 
b. Pengakuan aset tetap  
 Suatu pengakuan dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan 
biayanya. Selain itu pula Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
mempersyaratkan bahwa aset tetap dapat dicantumkan dineraca dalam keadaan 
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suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran ataupun 
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak 
eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan 
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Pengakuan aset tetap pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri sudah dapat 
dikatakan andal dikarenakan  melibatkan transaksi pihak eksternal untuk 
perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi berupa berita acara serah terima pekerjaan  terkait dengan pengadaan 
ICT terbaru tahun 2014 dengan pihak lain yaitu CV. Kopa Multi Purpose.  
 Hal ini kemudian didukung oleh hasil temuan Inspektorat Kementerian 
Agama RI Tahun 2013 (Temuan dengan tahun sebelumnya) yang telah 
mendapatkan apresiasi sebagai perguruan tinggi islam negeri yang memiliki tata 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik dari Kementerian Agama RI 
meskipun disertai dengan beberapa paragraf penjelas. Kemudian paragraf 
penjelas tersebut yang berupa beberapa catatan kekurangan langsung diperbaiki 
dengan proses pendampingan langsung dari pusat dan juga aplikasi sistem 
pengelolaan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara) yang sangat membantu pada pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) tersebut. Dimana pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2008 
pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) pada tahun tersebut masih jauh 
dari terpenuhinya tata kelola administrasi yang baik. 
 Undang-Undang Nomor 250/PMK.06/2011 mengatur tentang tata cara 
pengakuan suatu aset tetap mengharuskan memiliki Berita acara serah terima. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone sendiri juga telah memahami dan melaksanakan pedoman 
regulasi tersebut. Menurut Habibi selaku pengelola SIMAK BMN (Sistem 
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Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) pada Sekolah 
Tinggi Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam petikan wawancara 
mengatakan: 
Walaupun ada barang kalau dokumen sendiri  tidak lengkap maka tidak 
akan diakui sebagai aset Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone meskipun berdiri diatas lahannya sendiri.
11
 
 Oleh karena  itu,  hal ini kemudian dipahami bahwa pengelola SIMAK 
BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) 
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dari segi 
pengakuan aset tetap telah memahami kapan suatu aset tetap itu diakui dan dari 
segi pengakuan aset tetap telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
250/PMK.06/2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Akuntansi Aset Tetap. 
c. Pengukuran aset tetap  
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran aset tetap pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri menilai aset 
tetap berdasarkan harga perolehan aset tetap tersebut. Penjelasan mengenai biaya 
perolehan yang diterapkan sama dengan yang lazim berlaku. Yakni seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap untuk 
                                                          
11
Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
 
 
80 
 
digunakan. Penerapan konsep dari harga perolehan sendiri untuk aset tetap ini 
sesuai dengan tujuan dari pelaporan keuangan yakni untuk penyampaian 
akuntabilitas kepada Kementerian Agama RI atas anggaran yang telah 
dikucurkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.  
Terdapat Tiga cara untuk menentukan pengukuran aset, yaitu biaya 
perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh 
dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya 
seperti donasi/rampasan.
12
 Sedangkan menurut PASP 07, pengukuran dapat 
dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran 
dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.
13
  
Sehubungan dengan  hal tersebut pada Sekolah Tinggi Islam Negeri 
(STAIN) Watampone telah melaksanakan dengan baik karena memiliki tata 
administrasi yang baik berupa bukti serah terima dengan pihak lain. Sedangkan 
bilamana ada kondisi barang yang rusak maka seharusnya segera ditindaklanjuti. 
Menurut  Habibi selaku pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) pada Sekolah Tinggi Islam Negeri 
(STAIN) Watampone  dalam petikan wawancara mengatakan:  
Kalaupun ada barang yang rusak maka ada tahap proses yang kami siapkan. 
Mulai dari persiapan membentuk panitia, menyiapkan dokumennya, 
mencatat semua barang barang yang mau dihapuskan. Kalau kursi 
berdasarkan nilai kiloannya saja kalau tinggal kursinya saja. Setelah itu 
diumumkan kekementerian keuangan dapat persetujuan dari KPKNL. 
Kemudian barang yang rusak tersebut dalam aplikasi segera dihapus.
14
 
Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Syahruddin selaku 
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Bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone mengatakan: 
Kalau ada kondisi barang yang rusak maka kami akan langsung memeriksa 
di tempat tersebut, kalau kondisinya tidak bisa lagi dipakai maka akan 
diganti yang baru.
15
 
Penjelasan dari pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) diatas menunjukkan tata kelola  
administrasi Barang Milik Negara yang mempedomani regulasi yang terkandung 
dalam Keputusan menteri Agama no.83 Tahun 2013 tentang pelimpahan 
wewenang. Sehubungan dengan hasil laporan tersebut diukur dengan akuntansi 
dan manajemen, hal ini kemudian dipahami. Dengan akuntansi sendiri dengan 
kondisi barang tersebut sesuai dengan apa dikemukakan oleh informan  maka 
perlakuan akuntansinya dicatat dan diungkapkan dalam laporan Barang Milik 
Negara (BMN). Kemudian setelah itu dengan manajemen aset bagaimana aset 
tetap yang rusak tersebut dihapuskan dan pemerintah seharusnya melakukan 
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Bagaimana dengan teori legitimasi 
berdasarkan paradigma interpretif kedua informan cakap dalam memberikan 
informasi dengan menunjukkan arsip-arsip yang berhubungan dengan kondisi 
aset Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone.   
d.   Penilaian Aset Tetap  
Aset tetap dinilai dengan biaya  perolehan. Penilaian aset tetap dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang 
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, 
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 
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pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya 
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tesebut. 
 Proses penilaian aset tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) telah disajikan dan dilaporkan dengan baik. Bagaimana biaya-biaya 
yang dimaksud telah terinci dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) pada 
yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini kemudian 
dipahami dengan rincian tersebut, akan memudahkan pemerintah selaku pemberi 
kuasa Barang Milik Negara (BMN) untuk dapat memeriksa dan meninjau ulang 
terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) naungannya.  
Menurut Habibi selaku pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) pada Sekolah Tinggi 
Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam petikan wawancara menjelaskan 
bahwa:  
Adanya rincian biaya-biaya seperti tenaga kerja, bahan baku maka akan 
lebih memudahkan pengguna kuasa dan pemberi kuasa Barang Milik 
Negara (BMN).
16
 
Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Syahruddin selaku 
Bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone mengatakan: 
Proses Penilaian aset tetap Barang Milik Negara (BMN) sendiri, untuk 
melihat rincian biaya-biaya apa yang diperlukan sehubungan dengan 
pembangunan gedung misalkan. Itu kami rincikan biaya-biaya apa saja yang 
kami perlukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
17
 
Penjelasan dari pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) diatas menunjukkan bagaimana 
pengelola memerhatikan aspek yuridis yang melingkupinya.  Tiap pengelola 
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memahami pedoman penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) bahwa dengan 
rincian tersebut maka akan lebih memudahkan antara pemerintah dan 
naungannya.Berdasarkan teori legitimasi dengan paradigma interpretif, selaku 
peneliti memahami kedua informan cakap dalam memberikan informasi dengan 
menunjukkan arsip-arsip yang berhubungan dengan penilaian aset Barang Milik 
Negara (BMN) yang dimaksud.   
e. Penyajian Aset Tetap 
  Penyajian aset tetap disajikan dineraca bersamaan dengan akumulasi 
penyusutannya. Untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif atas 
laporan keuangan pemerintah perlu mengungkapkan informasi tambahan. 
Pelaksanaan pengelolaan aset tetap perguruan tinggi setidaknya prinsip dasar 
yang termuat dalam Peraturan Presiden  RI  Nomor 54 Tahun 2010 yaitu 
ketaatan, pengadaan aset, harga perolehan, materialitas, objektif, kelengkapan, 
kemampubandingan, dan konsistensi.  
  Penyajian aset tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Watampone telah memenuhi prinsip dasar yang termuat dalam Peraturan 
Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yaitu ketaatan, pengadaan aset, harga 
perolehan, materialitas, objektif, kelengkapan, kemampubandingan, dan 
konsistensi. Indikatornya adalah dengan penyajian laporan Barang Negara 
(BMN) yang terdiri atas: Neraca, Laporan Aset Tetap, Laporan Konstruksi dalam 
Pengerjaan (KDP), Laporan Aset Tak Berwujud, Laporan Barang Bersejarah, 
Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan, Laporan Barang Hilang yang 
Telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang, Laporan Barang 
Rusak Berat yang Telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola  Barang, 
Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya, Catatan 
Atas Laporan Barang Milik Negara, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal 
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SAK-SIMAK pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 
Laporan PNBP yang Terkait dengan Pengelolaan BMN, dan Arsip Data 
Komputer (ADK).   
Menurut Habibi selaku pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) pada Sekolah Tinggi 
Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam petikan wawancara menjelaskan 
bahwa:  
Penyajian  aset tetap sendiri disini berupa laporan Barang Milik Negara 
(BMN) yang terdiri atas beberapa laporan yang diantaranya Neraca yang 
dimana dengan laporan tersebut, Barang Milik Negara (BMN) dapat 
dibandingkan dari tahun-ketahun sehubungan dengan penambahan dan 
pengurangan aset tersebut.
18
   
Penjelasan dari pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) diatas menunjukkan bagaimana 
pengelola memerhatikan aspek yuridis yang melingkupinya. Tiap pengelola 
memahami pedoman penyajian laporan Barang Milik Negara (BMN) bahwa 
dengan rincian tersebut, maka akan lebih memudahkan pemerintah dalam 
memeriksa instansi atau departemen naungannya. Teori legitimasi dengan 
paradigma interpretif, selaku peneliti memahami informan cakap dalam 
memberikan penjelasan dengan menunjukkan arsip-arsip yang berhubungan 
dengan penilaian aset Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud.  
Sebagaimana contoh yang tergambar penyajian aset tetap dalam neraca tahun 
anggaran 2014 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
yang termuat dalam lampiran. 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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f. Pengungkapan Aset Tetap 
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara mengamanatkan agar informasi yang disampaikan dalam 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) 
yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan 
oleh kementerian Negara/lembaga.   
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dari segi 
pengungkapan (disclosure) pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah 
menggunakan aplikasi  Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sehingga pengungkapan tersebut dapat 
lebih akuntabel dari segi tata kelola Barang Milik Negara (BMN) karena telah 
terkomputerisasi dan tanggung jawab kelolanya dilaporkan ke Kanwil Makassar 
dan Kementerian Agama RI. Berdasarkan interaksi dengan informan, melalui 
aspek yuridis yang melingkupinya bagaimana informan sangat terbantu dengan 
adanya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN). Sebagaimana petikan wawancara dari habibi selaku pengelola 
SIMAK BMN yang menjelaskan bahwa, “Penggunaan penerapan sistem SIMAK 
BMN sangat amat memudahkan untuk bisa melihat kondisi aset BMN”.19 
 Hal ini kemudian dipahami bahwasanya, bagaimana pengelola sangat 
terbantu oleh  Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik 
Negara (SIMAK BMN) ini. Hal ini kemudian akan berimplikasi pada tatanan 
pengelolaan BMN yang baik, dikarenakan terikat oleh aspek yuridis melalui 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi yang melingkupinya.  
Sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone tersebut, 
beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Hal ini kemudian termuat 
dalam teori legitimasi yang melingkupinya.  
 Berdasarkan paradigma interpretif selaku peneliti memahami bagaimana 
pengelola melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang 
diharapkan oleh regulasi. Tentu ini akan membantu tercapainya Good University 
Governance dan upaya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam ruang lingkup perguruan 
tinggi islam Negeri. 
2. Penerapan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan Barang Milik 
Negara pada STAIN Watampone 
a. Kinerja Aset (Asset Performance)  
 Untuk meyakini bahwa aset tetap beroperasi sesuai dengan tujuan 
pengadaan aset tersebut, maka pemerintah harus mengembangkan dan 
mengimplementasikan suatu pengukuran kinerja. Seluruh instansi naungan 
pemerintah yang dalam hal ini perguruan tinggi islam negeri wajib melaporkan 
laporan Barang Milik Negara (BMN) yang valid, dapat diandalkan dan dapat 
dipahami kepada pihak internal dan eksternal. Selain itu perguruan tinggi islam 
negeri harus senantiasa mengukur hasil-hasil program yang telah ditetapkan 
ataupun dilaksanakan. Sehingga pemerintah dapat memonitor naungannya, guna 
laporan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.  
Sehubungan dengan kinerja aset (asset performance) pada Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone sendiri para pengelola SIMAK 
BMN mempedomani standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Guna dapat mengukur kinerja aset (asset performance), maka pada Sekolah 
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Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam mengevaluasi 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tiap akhir bulan melakukan rapat 
koordinasi antar unit. Pelaksanaan rapat koordinasi antar unit ini sangat 
membantu dalam menjaga jarak antar pimpinan dan para pengelola. 
 Sebagaimana petikan wawancara habibi selaku pengelola SIMAK BMN, 
menjelaskan bahwa: 
Penilaian Kinerja aset Barang Milik Negara (BMN) di STAIN Watampone  
pihak pimpinan kampus melakukan rapat koordinasi tiap akhir bulan 
antara unit-unitnya termasuk para pengelola Barang Milik Negara. Dengan 
rapat koordinasi tersebut, kalau ada masalah misalkan maka kami carikan 
solusi bersama.
20
 
 Kemudian pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh Syahruddin selaku 
Bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone mengatakan: 
Sehubungan dengan pengukuran kinerja aset BMN, selama ini kami 
pengelola disini kami hanya mengikuti Standar operasional yang ada. 
Meskipun dari segi pemahaman saya, BMN itu pengukuran kinerjanya 
hanya dilihat dari  kondisi BMN itu sendiri dan upaya untuk memenuhi 
prinsip-prinsip Good University Governance masih perlu di perjelas.
21
 
  Pendapat Habibi dan syahruddin diatas menyiratkan makna bahwasanya 
masih adanya para pengelola pemerintah yang masih kekurangan informasi terkait 
dengan pengukuran kinerja yang dimaksud oleh pemerintah terutama dalam hal 
upaya mencapai prinsip-prinsip Good University Governance (GCG) itu sendiri. 
Sehingga memungkinkan memunculkan interpretasi yang beragam dari tiap-tiap 
pengelola SIMAK BMN. Sedangkan dari segi peran pimpinan kampus sendiri, 
tiap akhir bulan melaksanakan rapat koordinasi antar unit-unit pengelola termasuk 
pengelola Barang Milik Negara. 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA).  
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Syahruddin, Bagian Perlengkapan Subag Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone, (Wawancara: kamis,  17  pukul 11.00 WITA). 
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b. Pemeliharaan  Aset (Asset Maintenance)  
Pencatatan atas pemeliharaan aset tetap yang rinci akan memberikan 
gambaran yang  jelas bagi pemerintah dalam merencanakan jadwal perbaikan 
dan pemeliharaan untuk penganggaran pengeluaran pemerintah atas biaya 
pemeliharaan tersebut, serta perencanaan untuk penggantian atau 
pelunasan/ekspansi dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan pemeliharaan 
aset, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone telah 
melakukan pencatatan atas pemeliharaan aset tetap secara rinci yang termuat 
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Barang Milik Negara (CALKBMN).  
Catatan Atas Laporan Keuangan Barang Milik Negara (CALKBMN) 
tersebut, menggambarkan kondisi atau keadaan aset Barang Milik Negara 
(BMN) yang dari tahun-ketahun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone yang terus mengalami perubahan. Sebagaimana petikan 
wawancara habibi selaku pengelola SIMAK BMN, menjelaskan bahwa: 
Kalau pemeliharaan yang namanya BMN, kalau tidak dirawat dengan baik 
maka akan mudah rusak. Jadi, perkembangan kondisi BMN pada STAIN 
Watampone bisa dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Barang 
Milik Negara.
22
 
Kemudian pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh Syahruddin selaku 
Bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone mengatakan: 
Selama ini, di STAIN Watampone bentuk pemeliharaan aset tetap disini 
hanya berupa bentuk mengontrol saja.  karena kami jumlahnya disini yang 
terbatas. Jadi dari segi pemeliharaannya masih belum efektif.
23
 
 Pendapat Habibi dan syahruddin diatas menyiratkan makna bahwasanya 
bentuk pemeliharaan aset tetap Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Jumat,  18 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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Syahruddin, Bagian Perlengkapan Subag Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone, (Wawancara: kamis,  17  pukul 11.00 WITA). 
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Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone lebih mengedepankan pada upaya 
pengontrolan saja, dikarenakan keterbatasan anggota pengelola Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 
  Meskipun keterbatasan pengelola yang ada pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone,tetapi tetap terikat oleh aspek yuridis melalui 
kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi dan Undang-Undang yang 
melingkupinya, sehingga organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai 
yang sepadan. Hal ini kemudian termuat dalam teori legitimasi yang 
melingkupinya. 
  Berdasakan  paradigma interpretif,  apa yang kemudian dipahami (to 
understand) dan ditafsirkan (to interpret) oleh peneliti yaitu pihak pemerintah 
selaku regulator harus segera mungkin untuk bagaimana kemudian bisa 
menambah intensitas pelatihan dalam pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), 
guna  dapat memformulasikan formula baru yang sesuai dengan harapan seluruh 
pihak civitas akademika.  
Melalui proses pengamatan dan interaksi langsung dengan pengelola 
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK 
BMN) pada perguruan tinggi negeri naungan pemerintah ini, selaku peneliti juga 
bisa menangkap simbol makna terhadap informan bahwasanya pada Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone memerlukan dukungan 
pemerintah, berupa menambah kuantitas tenaga terampil, dikarenakan 
keterbatasan pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN) yang ada. Manakala hal ini, kemudian segera 
ditindak lanjuti maka konsep manajemen mutu perguruan tinggi dalam upaya 
mencapai Good University Governance bisa terwujud dan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP)  juga dapat pula terwujud.  
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c. Perlindungan Aset (Asset Protection)  
1) Kebijakan 
Kebijakan tertulis atau penugasan, pencatatan dan prosedur umum untuk 
melindungi aset tetap pemerintah, dapat digunakan sebagai acuan untuk tujuan 
pelaporan dan pertanggungjawaban.  Sehubungan dengan kebijakan pada Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang menjadi acuan tertulis 
dalam melakukan perlindungan aset tetap yaitu undang-undang terbaru yaitu 
PMK No. 250/ PMK. 06/2011, PMK No. 33/ PMK. 06/2012, PMK No. 138/ 
PMK.06/2010, KMC NO.53/ KMK. 06/ 2012, KMK 53/KMK.06/2012, PMK No. 
5 Tahun 2012 tentang tata cara pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan BMN 
berupa kendaraan dinas bermotor, Surat Biro Keuangan dan BMN No. B. III/3/KS 
01.1/717/2012 tentang tindak lanjut selisih nilai koreksi hasil inventarisasi dan 
Penilaian BMN, Surat Biro Keuangan dan BMN No. B III/3/ KS.01.1/ 438/2012 
tentang identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah. Sebagaimana petikan 
wawancara habibi  menjelaskan bahwa, “Terkait dengan kebijakan perlindungan 
aset, kami mempedomani standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah”.24 
 Oleh karena itu, dengan diterapkannya teori legitimasi maka akan 
memberikan hasil kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika diatur 
oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi dan 
Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut beroperasi 
berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Berdasarkan hasil interaksi dengan 
informan selaku pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Selaku peneliti memahami bagaimana para 
pengelola memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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Mempedomani regulasi ini, Maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone telah mengupayakan untuk memenuhi aspek manajemen mutu 
perguruan tinggi negeri dalam upaya mencapai Good University Governance.  
2) Penugasan Perlindungan Aset Tetap 
Aset tetap pemerintah harus dalam pengawasan orang atau bagian yang 
digunakan dan bertanggungjawab atas keberadaan aset tetap tersebut dan 
keakuratan serta kegunaan pencatatannya. Penugasan Perlindungan Aset Tetap  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone tidak ada orang 
yang bertugas dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dikarenakan anggota 
pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik 
Negara (SIMAK BMN) yang juga terbatas.  
Sebagaimana petikan wawancara habibi selaku pengelola SIMAK BMN, 
menjelaskan bahwa, “Karena tenaga pengelola disini terbatas dan tidak adanya 
yang bertugas juga mengawasi maka resiko-resiko tersebut sulit terhindarkan”.25 
 Kemudian pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh Syahruddin selaku 
bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone mengatakan: 
“pemeliharaan aset tetap disini hanya berupa bentuk mengontrol saja, karena kami 
jumlahnya disini yang terbatas”.26 
 Meskipun keterbatasan anggota Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 
Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone tersebut, dari segi tata kelola administrasi 
yang tersistem aplikasi dan proses pendampingan dari pusat sehingga perguruan 
tinggi islam yang ada di Bone ini mendapatkan apresiasi dari Inspektorat 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Jumat,  18 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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Syahruddin, Bagian Perlengkapan Subag Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone, (Wawancara: kamis,  17  pukul 11.00 WITA). 
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Kementerian Agama RI pada tahun 2013. Berdasarkan hasil interaksi dengan 
informan selaku pengelola  Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN), selaku peneliti memahami bagaimana para 
pengelola telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional 
meskipun dari segi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih terdapat 
beberapa kendala-kendala yang perlu diperbaiki. Tanpa mengesampingkan  
regulasi ini, Maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
telah mengupayakan untuk memenuhi aspek manajemen mutu perguruan tinggi 
Negeri dalam upaya mencapai Good University Governance dan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari segi tata kelola Barang Milik Negara (BMN).  
3) Pencatatan Aset Tetap 
Perlindungan aset tetap dimulai dari pencatatan yang berkualitas, yang 
akan berguna dalam pertanggungjawaban dan pengendalian serta pengamanan 
aset tersebut. Pencatatan Aset Tetap pada STAIN Watampone sendiri seluruh 
proses pencatatannya dikumpul dan diinput kedalam aplikasi yang komputerisasi 
yaitu SIMAK BMN. Penggunaan SIMAK BMN ini sangat membantu perguruan 
tinggi Negeri naungan pemerintah ini dalam melihat kondisi aset yang 
bermasalah. Sebagaimana petikan wawancara Habibi selaku pengelola SIMAK 
BMN, menjelaskan bahwa, “Penggunaan penerapan sistem SIMAK BMN sangat 
amat membantu untuk bisa melihat kondisi aset yang bermasalah”.27 
 Tahun sebelumnya aplikasi ini masih bernama Sistem Akuntansi Barang 
Milik Negara (SABMN) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Informasi 
(SAI). Proses terkomputerisasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone dimulai pada tahun 2012. Dengan penggunaan aplikasi ini 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Jumat,  18 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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berimplikasi pada proses penyusunan laporan yang kelihatan rapih dan lebih 
memudahkan dalam memeriksa setiap kondisi Barang Milik Negara (BMN) 
sewaktu-waktu terutama pemanfaatan aset kelola Barang Milik Negara (BMN) 
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.  Dimana seluruh 
civitas akademika diatur oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat 
dalam standar regulasi dan Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone tersebut beroperasi 
berdasarkan sistem nilai yang sepadan.  
 Berdasarkan hasil interaksi dengan informan selaku pengelola SIMAK 
BMN, selaku peneliti memahami bagaimana para pengelola sangat terbantu atas 
aplikasi SIMAK BMN. Manakala seluruh civitas akademika tetap berupaya 
meningkatkan hasil kinerjanya, maka upaya pemerintah dalam memperbaiki 
kinerja tiap-tiap naungannya bisa tetap terlaksana dengan baik (Good Unversity 
Governance). 
4) Pertanggung jawaban 
  Pertanggung jawaban aset tetap dimulai dari adanya pencatatan yang 
akurat. Kemudian diperlukan adanya inventarisasi fisik secara periodik yang harus 
dilakukan agar keakuratan pencatatan dapat terjamin. Regulasi yang terkandung 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan Negara mengharuskan seluruh instansi untuk 
melaporkan dan mempertanggung jawabkan setiap aset tata kelola Negara 
diinstansinya masing-masing. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone kepada Negara adalah 
dengan membuat laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) persemesteran.  
Sebagaimana hasil petikan wawancara dari Habibi selaku pengelola SIMAK 
BMN, menjelaskan bahwa: 
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Selaku pengguna Barang Milik Negara, kami diwajibkan melapor satu 
bulan sekali ke Kanwil Makassar dan melapor setiap 6 bulan 
(persemesteran) ke Kementerian Agama RI (pusat).
28
 
 Hal ini kemudian dipahami bahwasanya, bagaimana pengelola mematuhi 
regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini kemudian akan berimplikasi 
pada tatanan pengelolaan yang baik, dikarenakan terikat oleh aspek yuridis 
melalui kontrak  sosial yang termuat dalam standar regulasi dan Undang-Undang 
yang melingkupinya. Sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan karena  
teori legitimasi yang melingkupinya.  
Berdasarkan paradigma interpretif selaku peneliti memahami bagaimana 
pengelola melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang 
diharapkan oleh regulasi.  Sehingga upaya perguruan tinggi Negeri naungan 
pemerintah ini, dalam upaya memenuhi manajemen mutu perguruan tinggi negeri 
maka integrasi penjaminan mutu yang didukung oleh Undang-Undang dan ajaran 
agama yang tertuang dalam ajaran perspektif normatif al-qur`an adalah keharusan 
yang tidak boleh terabaikan. Guna pemenuhan standar pengelolaan pendidikan 
perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh civitas 
akademika memperoleh kepuasaan dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya. 
5) Pengamanan Aset Tetap 
 Pengamanan dan pemeliharaan BMN idle setelah ditandatanganinya 
BMN idle setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dilakukan oleh 
pengelola barang, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
asal 15 ayat (2). 
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Habibi, Pengelola SIMAK BMN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone, (Wawancara: Rabu,  16 Juli 2014 Pukul 09.00 WITA). 
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a) Pengamanan administrasi; 
b) Pengamanan fisik; dan 
c) Pengamanan hukum. 
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dalam hal 
ketiga bentuk pengamanan tersebut sudah sesuai dengan apa yang termuat dalam 
Undang-Undang Nomor 250/PMK.06/2011 tentang tata cara pengelolaan Barang 
Milik Negara, karena memiliki bukti acara serah terima yang dilakukan dengan 
pihak lain. Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan syahruddin selaku 
Bagian Perlengkapan Subag Umum STAIN Watampone, yang menjelaskan 
bahwa: 
Kami akui Kalau ada bukti barang serah terima. Jadi dengan bukti 
tersebut, ada bukti khusus yang lebih menggambarkan bahwa barang itu 
sesungguhnya milik STAIN Watampone.
29
 
 Kelengkapan arsip-arsip tersebut, membantu dalam mengamankan aset 
tetap  dan dapat pula dipertanggungjawabkan. Meskipun ada beberapa arsip-arsip 
pendukung yang telah hilang seperti sertifikat pengelola SIMAK BMN yang 
profesional. Hal ini kemudian dipahami bahwasanya, bagaimana pengelola 
mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini kemudian akan 
berimplikasi pada tatanan pengelolaan yang baik, dikarenakan terikat oleh aspek 
yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar regulasi dan Undang-
Undang yang melingkupinya. Sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan. 
Hal ini kemudian termuat dalam teori legitimasi yang melingkupinya. Pendekatan 
berdasarkan paradigma interpretif selaku peneliti memahami bagaimana pengelola 
melibatkan pihak lain yang sudah dikenal sebelumnya. Sehingga upaya perguruan 
                                                          
29
Syahruddin, Bagian Perlengkapan Subag Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone, (Wawancara: kamis,  17  pukul 11.00 WITA). 
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tinggi Negeri naungan pemerintah ini, dalam upaya memenuhi manajemen mutu 
perguruan tinggi negeri dapat tercapai.  
d. Penilaian Resiko Aset (Risk Assessment) 
 Adanya kemungkinan terjadinya risiko harus ditetapkan dengan 
mempertimbangkan karakteristik dan fungsi dari masing-masing aset tetap 
tersebut. Pemerintah harus memutuskan cara terbaik untuk menanggulangi 
pengaruh dan resiko yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan cost and 
benefit. Proses penilaian resiko aset (Risk Assessment) pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone selama ini, bentuk komunikasi dengan 
pemerintah meskipun telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi dari 
segi penilaian resiko tersebut masih perlu diperjelas, dikarenakan pengelola 
SIMAK BMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara)  pada Sekolah tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut.  
 Selaku peneliti, dari hasil interaksi dengan informan menangkap suatu 
makna dibalik pemahaman informan yang masih butuh informasi dan penjelasan 
lebih lanjut sehubungan dengan apa yang dimaksud dalam regulasi terkait dengan 
penilaian resiko. Maka pemerintah sudah sepatutnya menambah intensitas 
pelatihan sehubungan dengan pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Guna dalam upaya 
terpenuhinya Good University Governance dan mendapatkan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari segi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).  
3. Analisis Kesesuaian antara Penerapan Akuntansi dan Manajemen 
Aset Tetap dalam Laporan Barang Milik Negara dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone meskipun 
telah berhasil menjadi perguruan tinggi dengan penerapan akuntansi dan 
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manajemen aset tetap pada pengelolaan laporan Barang Milik Negara (BMN) 
yang patut dicontoh berdasarkan ekspos hasil temuan Inspektorat Kementerian 
Agama RI Tahun 2013, selama dua tahun terakhir ternyata masih memiliki 
beberapa kekurangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) seperti ada aset 
jenisnya tidak tercantum diaplikasi, perpindahan barang yang tak terdeteksi, 
adanya arsip-arsip yang berhubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) yang hilang dan begitupun ada aset berupa lcd yang hilang. Akan tetapi 
terlepas dari kekurangan tersebut, juga memiliki beberapa kelebihan-kelebihan 
seperti telah menyusun rancangan anggaran lembaga yang dipimpinnya, 
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran lembaga yang 
dipimpinnya, mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung 
jawab lembaga yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan 
keuangan lembaga. Indikatornya adalah standar yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara.  
Kemudian kelebihan-kelebihan selanjutnya seperti Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone selaku kuasa pengguna Barang Milik Negara 
(BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Indikatornya 
adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
Kemudian kelebihan-kelebihan selanjutnya seperti telah diperiksa oleh 
satu badan pemeriksa keuangan yang bebas mandiri. Indikatornya adalah standar 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
Kemudian kelebihan-kelebihan selanjutnya seperti memiliki bukti pembelian aset 
tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Indikatornya adalah standar yang telah 
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ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Akuntansi Aset Tetap. 
Oleh karena itu, dengan diterapkannya teori legitimasi  maka akan 
memberikan hasil kinerja yang baik dikarenakan seluruh civitas akademika diatur 
oleh aspek yuridis melalui kontrak sosial yang termuat dalam standar  regulasi dan 
Undang-Undang yang melingkupinya, sehingga organisasi tersebut beroperasi 
berdasarkan sistem nilai yang sepadan. Sedangkan perspektif interaksionisme 
simbiolik bagaimana individu bersifat lebih aktif, reflektif, dan kreatif, 
menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Berdasarkan 
paradigma interpretif, berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang 
sedang dipelajari.  
Menurut peneliti masing-masing informan telah profesional dan cakap 
dalam memberikan informasi, meskipun pemahaman yang terkait dengan regulasi 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih perlu ditingkatkan lagi. Manakala 
hal tersebut ditingkatkan, maka aspek pemenuhan manajemen mutu perguruan 
tinggi pun ikut terpenuhi dalam upaya mencapai Good University Governance.  
Sehubungan dengan ketercapaian Good University Governance pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, selama ini menurut 
pandangan peneliti yang didukung oleh kenyataan yang ada dilapangan dan 
undang-undang yang melingkupinya bahwasanya penerapan Good University 
Governance pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Good University 
Governance yaitu transparancy (transparansi), accountability (akuntabilitas),  
independency (independensi), Fearness (kewajaran) terkecuali responsibility 
(tanggungjawab). Hal tersebut dikarenakan, ada aset tetap Barang Milik Negara 
(BMN) berupa lcd yang hilang. Tentu hal ini kemudian dipahami bahwasanya  
99 
 
jaminan keamanan kampus yang belum maksimal. Tentu persoalan tersebut, harus 
segera disikapi dengan peningkatan kualitas keamanan kampus mengingat 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone selaku pengguna 
kuasa bertanggung jawab atas pengelolaannya. Penerapan Good University 
Governance, sejak penggunaan aplikasi SIMAK BMN membantu dalam 
penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Meskipun dalam pengelolaannya 
masih menyisakan beberapa kendala-kendala yang perlu dibenahi. 
 Sedangkan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang terkait dengan  
penatausahaan dokumen Barang Milik Negara (BMN) yang termuat dalam pasal 
52 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. 
Menjelaskan bahwa setiap orang yang menguasai dokumen yang berkaitan 
dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara  dokumen 
tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
sendiri masih ada dokumen-dukumen tahun 2011 yang tidak diketahui. Kemudian 
keamanan aset tetap Barang Milik Negara (BMN) yang belum aman sejak 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone melakukan perluasan 
lahan kampus. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kriteria Akuntansi dan manajemen aset tetap dalam laporan Barang Milik 
Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Watampone telah  dijalankan dan diaplikasikan melalui sistem SIMAK 
BMN dan dioperasionalkan oleh tenaga pengelola yang profesional 
dengan memperhatikan standar yang berlaku. Pelaksanaan aplikasi 
SIMAK BMN secara paralel  dalam Laporan Keuangan Satuan kerja akan 
dapat diterapkan prinsip check and balance antara arus uang dan arus 
barang. Aplikasi ini dapat menyatukan konsep manajemen barang dengan 
pelaporan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan 
pertanggungjawaban pada STAIN Watampone.  
2. Penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap dalam pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih memiliki 
masalah-masalah yang perlu dibenahi diantaranya keamanan aset Barang 
Milik Negara (BMN) harus segera diamankan dikarenakan ada aset berupa 
LCD yang hilang.  
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya : 
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1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
dalam penerapan akuntansi dan manajemen aset tetap pada pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN), maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone harus dapat menambah intensitas pelatihan pada 
semua tingkat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN). Pelatihan sumber daya manusia bagi 
kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) antara lain ditujukan 
dalam hal pengembangan moral aparatur yang baik, serta untuk lebih 
meningkatkan pengetahuan tentang informasi dan teknologi pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Watampone. Kemudian perlu tenaga yang cukup untuk 
membantu Daftar Barang Ruangan (DBR) mengingat jumlah ruangan 
yang sangat banyak.  
2. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Laporan persemesteran 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu dua tahun 
terakhir yaitu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014. Untuk penelitian 
selanjutnya, diharapkan agar Laporan persemesteran pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) yang dikumpulkan dan dianalisis lebih banyak lagi 
dari tahun ketahun dan lebih diharapkan lebih banyak lagi mengumpulkan 
arsip-arsip yang berhubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negara 
(BMN) sehingga hasil analisa akan lebih akurat. 
3. Hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang 
sekarang, dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya.  
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 HASIL WAWANCARA 
Judul:  “Penerapan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap dalam Laporan Barang 
Milik Negara pada STAIN Watampone ” 
Peneliti: Masyhuri 
Lokasi: “ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
  Oleh: Habibi  (Pengelola SIMAK BMN) 
1. Bisa dulu bapak gambarkan pengelolaan aset BMN pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone ini? 
Jawab:  
Kalau saya dek mulai masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Watampone ini tepatnya pada Tahun 2008. Pengelolaan aset Barang Milik Negara 
(BMN) pada saat itu masih agak kacau dan pada Tahun 2009-2011 mengalami proses 
perbaikan. Pada  tahun 2012 itu ada masalah yakni adanya temuan kesalahan  
pencatatan dari belanja modal menjadi belanja barang dan begitupun sebaliknya, serta 
masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi seperti seringnya terjadi 
perpindahan Barang Milik Negara (BMN) dalam ruangan sehingga sulitnya membuat 
Daftar Barang Ruangan (DBR), Masih adanya BMN (Barang Milik Negara) yang 
tidak ada dokumen kepemilikannya, serta masalah umum yang hampir terjadi ditiap 
instansi naungan pemerintah  yaitu adanya barang yang berpindah tempat sehingga 
biasanya sulit terdeteksi oleh pengelola SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen 
Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara).  Namun, persoalan tersebut tidaklah 
berlarut-larut dan segera kami carikan solusi. 
 Pada tahun 2013 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone telah 
berhasil menjadi perguruan tinggi dengan penerapan akuntansi dan manajemen aset 
tetap pada laporan Barang Milik Negara (BMN) yang patut dicontoh berdasarkan 
ekspos hasil temuan Inspektorat Kementerian Agama RI Tahun 2013 (Temuan dengan 
tahun sebelumnya). Sedangkan sebelum tahun 2013 tersebut, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) ini tidak pernah  mendapatkan  apresiasi yang baik dan 
begitupun juga buruk dalam hal akuntansi dan manajemen aset tetap pada pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) oleh Inspektorat Kementerian Agama RI. Penggunaan 
penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN) sangat amat membantu untuk bisa melihat kondisi aset Barang Milik 
Negara (BMN) yang bermasalah. Selain itu yang paling utama juga adanya proses 
pendampingan dari pusat tentang pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN). 
Terkait dengan pemeriksaannya setiap sebulan sekali ke Kanwil Makassar dan 
diwajibkan pula melapor setiap 6 bulan (persemesteran) ke Kementerian Agama RI 
(pusat) dan kemudian dirumuskan menjadi laporan Barang Milik Negara (BMN) 
sehingga dapat diketahui kondisi  aset tersebut dalam pengelolaan Laporan Barang 
Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS). Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami 
selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN). 
2. Selama ini, standar regulasi yang menjadi dasar, dalam pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone apa? 
Jawab:  
Kalau yang menjadi dek disini pedoman pengelolaan Barang Milik Negara banyak 
standar undang-undang yang kami gunakan.diantaranya SAP undang-undang nomor 
24 tahun 2005 , PMK 125/PMK.06/2011, PMK 250/PMK.06/2011, PMK 271/KMK. 
06/2011, PMK 33/PMK. 06/2011. 
3. Apa isi dan maksud dari regulasi tersebut yang bapak pahami? 
Jawab:  
Pada Intinya dek semua undang-undang tersebut, mengatur bagaimana mengelola 
Barang Milik Negara dengan baik. Kalau itu undang-undang nomor 24 tahun 2005 
tentang SAP yang mengatur, mengelola akuntansi aset tetap, PMK 125/PMK. 
06/2011 tentang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari dana tugas 
bantuan tahun anggaran 2011, kemudian kalau itu PMK 250/PMK.06/2011tata cara 
pengelolaan BMN kementerian lembaga, PMK 271/KMK. 06/2011 Tentang ini 
tentang tindak lanjut penertiban BMN, PMK 33/PMK. 06/2011 Tentang tata cara 
pelaksanaan BMN. Jadi, kalau ada barang sistem yang kami fungsikan yaitu Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 
4. Kembali ke standar regulasi pak, apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga diterapkan di 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone? 
 Jawab: 
Iya dek, kami juga terapkan. Kan saya sudah bilang tadi banyak undang-undang yang 
kami pedomani. Ini buku panduan yang kami pakai. 
5. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik 
Negara(BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Yang 
dalam hal ini proses pengklasifikasian , pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, 
dan pengungkapan aset tetap ? 
Jawab:  
Pertanyaan yang adek maksud ini terkait proses penerapan akuntansi aset tetapnya, 
kami memfungsikan dan memanfaatkan sistem terkomputerisasi yaitu Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 
yang dulunya masih  bernama SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). 
Sehingga kami lebih mudah melacak dan sebagainya aset yang ada. Kalau pengakuan 
aset tetap sendiri mungkin kurang lebih sama yang adek pelajari selama ini, kami 
peroleh barang yah itu kami gunakan bukan untuk dijual, terus juga andal harus ada 
bukti, Walaupun ada barang kalau dokumen sendiri  tidak lengkap maka tidak akan  
diakui sebagai aset Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
meskipun berdiri diatas lahannya sendiri. Kemudian kalau itu pengukurannya dek, 
berdasarkan biaya perolehan. Terkait dengan penilaiannya tetap diakui berdasarkan 
biaya perolehan jika memungkinkan, Kalau tidak berdasarkan nilai wajar. Dengan 
adanya rincian biaya-biaya seperti tenaga kerja, bahan baku maka akan lebih 
memudahkan pengguna kuasa dan pemberi kuasa Barang Milik Negara (BMN). 
Sedangkan penyajian  aset tetap sendiri disini berupa laporan Barang Milik Negara 
(BMN) yang terdiri atas beberapa laporan yang diantaranyan Neraca yang dimana 
dengan laporan tersebut, Barang Milik Negara (BMN) dapat dibandingkan dari tahun-
ketahun sehubungan dengan penambahan dan pengurangan aset tersebut. 
Pengungkapan sendiri kami terkait dengan kondisi setiap barang aset tetap disini baik, 
rusak ringan, berat dan sebagainya terinci di laporan barang pengguna kuasa dan 
penggunaan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN) sangat amat memudahkan untuk bisa melihat kondisi 
aset Barang Milik Negara (BMN).  
6. Bagaimana penerapan manajemen aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik 
Negara(BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang 
dalam hal ini adalah kinerja, pemeliharaan, perlindungan, penilaian resiko dalam 
manajemen aset tetap? 
Jawab: 
 Kalau terkait dengan manajemen kelola aset tetap disini, lagi lagi kami menekankan 
sangat terbantu dengan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 
Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) disini. dan pemerintah harus 
mengembangkan dan mengimplementasikan suatu pengukuran kinerja dalam upaya 
mencapai makna dari Good University Governance, kalau ia mau seluruh unit-unit 
naungannya mau berkinerja baik. Penilaian Kinerja aset Barang Milik Negara (BMN) 
pada Sekolah Tinggi Agama IslamNegeri (STAIN) Watampone,  pihak pimpinan 
kampus melakukan rapat koordinasi tiap akhir bulan antara unit-unitnya termasuk 
para pengelola Barang Milik Negara (BMN). Dengan rapat koordinasi tersebut, kalau 
ada masalah misalkan maka kami carikan solusi bersama .  Kalau pemeliharaan 
Barang Milik Negara  (BMN) yang namanya barang   kalau tidak dirawat dengan baik 
maka akan mudah rusak. Hal ini bisa tergambar dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan Barang Milik Negara (CALKBMN) terkait kondisi Barang Milik Negara 
(BMN) pada Sekolah Tinggi Agama IslamNegeri (STAIN) Watampone.   
Kalau Perlindungan aset tetapnya karena kami tenaga pengelola disini terbatas dan 
tidak adanya yang bertugas juga mengawasi maka resiko-resiko tersebut sulit 
terhindarkan. Kesadaran sebetulnya  adalah yang utama. Kalau penilaian resikonya 
kami memanfaatkan sistem yang ada.  
7. Bagaimana bentuk kebijakan perlindungan aset tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone pak? 
Jawab: 
Terkait dengan kebijakan dalam perlindungan aset, kami mempedomani standar 
regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka untuk itu kami perlu selalu 
mengupdate kebijakan regulasi pemerintah. 
8. Sejauh ini  Kendala-kendala  apa yang dihadapi dalam hal penerapan akuntansi aset 
tetap dan manajemen aset tetap  dalam pengelolaan Barang Milik Negara(BMN) pada 
STAIN Watampone? 
Jawab: 
Karena kami disini selaku pengelola jumlahnya yang minim, maka biasa kami merasa 
kewalahan dek, Kode barang aset tetap dalam ruangan yang sering  tercabut, Masih 
adanya BMN (Barang Milik Negara) yang tidak ada dokumen kepemilikannya, serta 
Masalah umum yang hampir terjadi ditiap instansi naungan pemerintah  yaitu adanya 
barang yang berpindah tempat sehingga biasanya sulit terdeteksi oleh pengelola 
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK 
BMN). 
9. Langkah–langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah penerapan 
akuntansi aset tetap dan manajemen aset tetap  tersebut dalam pengelolaan barang 
milik Negara di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone? 
Jawab: 
Jadi yang paling kami andalkan disini dek, yaitu sistem aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang sangat 
membantu dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara (BMN), 
kemudian proses pendampingan dari pusat terkait dengan pengelolaan aset tetap 
Barang Milik Negara (BMN) berupa tata kelola manajemen aset tetap berdasarkan 
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di 
lingkungan kementerian agama RI lebih lebih sangat memberikan kami pemahaman, 
kemudian kami juga Melibatkan cleaning service dalam hal melakukan pengontrolan 
barang aset tetap yang rusak, bilamana ada temuan barang yang rusak maka 
disegerakan melapor. 
10. Bagaimana bentuk koordinasi setiap unit dalam penerapan aset tetap dan Manajemen 
aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Watampone? 
Jawab: 
Sudah berjalan baik dek, kalau misalkan sudah tiba waktunya melapor maka saya 
segera berhubungan dengan pak syahruddin, dan pak dahlan untuk mempersiapkan 
setiap dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap Barang Milik 
Negara (BMN) disini. 
11. Bagaimana tindak lanjut kalau ada barang yang rusak pak? 
Jawab: 
Jadi kalau ada barang yang rusak makan kami akan segera tindak lanjuti. Kalau ada 
barang yang rusak maka ada tahap proses yang kami siapkan. mulai dari persiapan 
membentuk panitia, menyiapkan dokumennya, mencatat semua barang barang yang 
mau dihapuskan. Kalau kursi berdasarkan nilai kiloannya saja kalau tinggal kursinya 
saja. Setelah itu diumumkan kekementerian keuangan dapat persetujuan dari KPKNL. 
Kemudian barang yang rusak tersebut dalam aplikasi segera dihapus. 
12. Bagaimana peran pimpinan kampus selama ini pak? 
Jawab: 
Selaku pemegang otoritas tertinggi dikampus ini, maka pihak pimpinan pula yang 
memiliki kuasa dan tanggungjawab terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 
13. Terkait dengan hasil ekspos pada tahun 2013 dari inspektorat. Apakah ada bukti yang 
bisa diminta? 
Jawab: 
Kalau dari segi bukti hasil ekspos pada tahun 2013 dari inspektorat itu tidak ada 
buktinya. dan semua naungan Kementrian Agama, kalau setelah mendapatkan 
pemeriksaan entah itu wdp, wtp, dan lain-lain Itu tidak ada, semuanya begitu dek. 
Intinya kami ini hanya menjalankan sesuai dengan pedoman yang ada. 
14. Bisa dijelaskan pak terkait dengan penambahan aset tetap yang dari Tahun 2013 
sampai dengan Tahun 2014? 
Jawab: 
Kalau itu dek apa yang ada itumi yang kami tulis. Terkait dengan kenapa bisa 
bertambah dari tahun ketahun, karena jumlah mahasiswa yang dari tahun ketahun 
mengalami peningkatan mau tidak mau sarana dan prasana harus ditunjang.  
15. Apakah disini pak ada bangunan Konstruksi dalam Pengerjaan? 
Jawab:  
Tidak ada dek, semua bangunan siap pakai. 
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16. Bagaimana prosedur pengadaan aset tetap Barang Milik Negara ( BMN) yang bapak 
jalankan selama ini? 
Jawab: 
Kalau ada pengadaan dan penerima barang kemudian  mendistribusikan barang 
tersebut. staff khusus naungan administrasi umum untuk didistribusikan keunit-unit 
(fakultas/prodi). Jadi saya yang bertanggungjawab sepenuhnya akan hal itu. 
17. Bagaimana cara pendeteksian kalau ada  Barang Milik Negara (BMN) yang rusak? 
Jawab: 
Karena kami dek disini juga kurang, maka sebetulnya kami masih butuh tambahan 
anggota yang menangani khusus terkait dengan pengawasan.  kami disini dibantu oleh 
klinik servis yang ada yakni mencek kalau ada barang rusak. Jadi, kalau ada barang 
yang rusak maka kami periksa langsung ditempat. Kalau tidak bisa lagi diperbaiki 
maka kami ganti yang baru. 
18. Selama ini yang bapak pahami, pengukuran kinerja aset yang diharapkan oleh 
pemerintah dalam upaya mengembangkan dan mengimplementasikan suatu 
pengukuran kinerja seperti apa? 
Jawab: 
Sehubungan dengan pengukuran kinerja aset  Barang Milik Negara (BMN), selama ini 
kami pengelola disini kami hanya mengikuti Standar operasional yang ada. Meskipun 
dari segi pemahaman saya, Barang Milik Negara (BMN) itu pengukuran kinerjanya 
hanya dilihat dari  kondisi Barang Milik Negara (BMN) itu sendiri. 
19. Bagaimana bentuk pemeliharaan aset Barang Milik Negara (BMN) pada Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone pak? 
Jawab: 
Selama ini, pada  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone bentuk 
pemeliharaan aset tetap disini hanya berupa bentuk mengontrol saja.  karena kami 
jumlahnya disini yang terbatas. Jadi, dari segi pemeliharaannya masih belum efektif. 
20. Apakah ketika prodi membutuhkan pengadaaan barang apakah langsung dipenuhi? 
Jawab: 
 Iya kami langsung penuhi dek. Kalau sudah ada disposisi dari pimpinan kami akan 
tindak lanjuti. 
21. Sebelumnya pak ada berapa pengelola  Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 
Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Watampone? 
Jawab: 
Ada 5 dek diantaranya habibie, dahlan, syahruddin, ahmad riyadi, dr. hj. St. bunatang. 
22. Pak kalau yang bapak pahami selama ini, pengakuan Barang Milik Negara (BMN) 
seperti apa? 
Jawab: 
Kami akui Kalau ada bukti barang serah terima. Jadi dengan bukti tersebut, ada bukti 
khusus yang lebih menggambarkan bahwa barang itu sesungguhnya milik Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. 
23. Sehubungan dengan penilaian aset tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) seperti pak? 
Jawab: 
Proses Penilaian aset tetap Barang Milik Negara (BMN) sendiri, untuk melihat rincian 
biaya-biaya apa yang diperlukan sehubungan dengan pembangunan gedung misalkan. 
Itu kami rincikan biaya-biaya apa saja yang kami perlukan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CALK). 
24. Bagaimana penyajian aset tetapnya disini pak? 
Jawab: 
Itu ada namanya laporan Barang Kuasa Milik Negara (BKMN)  yang kami diwajibkan 
melapor setiap satu bulan sekali kekanwil Makassar dan ke pusat persemesteran atau 
enam bulan sekali. 
25. Pak kalau undang-undang dan isinya terkait pengelolaan Barang Milik Negara yang 
menjadi pedoman disini apak pak? 
Jawab: 
Kalau semua itu dek, ke pak habibi kita tanyakan pertanyakan hal demikian. Karena 
dia  yang lebih memahami. 
26. Sejauh ini  Kendala-kendala  apa yang dihadapi dalam hal penerapan akuntansi aset 
tetap dan manajemen aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone? 
Jawab: 
Adanya barang yang berpindah tempat sehingga biasanya sulit terdeteksi. 
27. Langkah –langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah penerapan 
akuntansi aset tetap dan manajemen aset tetap  tersebut dalam pengelolaan Barang 
Milik Negara (BMN) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone? 
Jawab: 
Biasanya kami meminta tolong kepada setiap dosen, sebelum ia masuk mengajar ia 
terlebih dahulu menyadarkan anak anak didiknya dan juga kami di bantu clinic service 
yang ada. 
28.  Bagaimana peran pimpinan kampus selama ini pak? 
Jawab: 
Seluruhnya pengelolaan aset tetap disini, pimpinan yang bertanggung jawab 
sepenuhnya.kami tiap akhir bulan melakukan rapat koordinasi antar unit. 
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